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KATA PENGANTAR 
 

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, 

atas perkenan-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2025-2029 dapat 

tersusun dengan baik. 

Renstra ini disusun untuk menentukan arah, tujuan, dan masa depan 

yang hendak dicapai sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah yang telah disesuaikan dengan 

kondisi dan dinamika yang terjadi, dan difokuskan pada optimalisasi kinerja 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah menuju tata 

kelola pemerintah yang baik (good governance). Secara konsisten, 

diharapkan pelaksanaan pemerintahan di lingkup Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dapat terlaksana secara lebih berhasil 

guna, berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab, serta searah dengan 

tujuan yang hendak dicapai sebagai bentuk upaya transparansi terhadap 

pelayaanan publik. 

Renstra bertujuan untuk menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah 

ke dalam tujuan dan sasaran di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Provinsi Kalimantan Tengah yang akan dicapai selama tahun 2025-2029 yang 

disertai dengan program prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun Renstra Tahun 2025-2029 ini mengacu 

pada dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 dan 

berisi rumusan strategi maupun kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran 

strategis dalam bentuk program dan kegiatan beserta kerangka 

pendanaannya selama tahun 2025-2029 . 

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan 

Tengah Tahun 2025-2029 terdiri atas Pendahuluan, Gambaran Pelayanan 

Perangkat Daerah, Isu-isu Strategis, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan 

Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, serta Kelompok 

Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Penyusunan Renstra diharapkan dapat 

menjadi sebuah acuan bagi peningkatan kualitas kinerja, upaya pencegahan 

permasalahan dan hambatan, serta pencarian solusi terbaik guna menjawab 

dinamika dan perkembangan persatuan dan kesatuan bangsa serta politik di 

wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. 
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Akhirnya, semoga Renstra ini dapat bermanfaat sebagai pijakan dalam 

pelaksanaan tugas membangun daerah yang lebih maju. 

 

Palangka Raya,      September 2025 

 

KEPALA BADAN, 

 

 

 

Dr. M. KATMA F. DIRUN, S.E., M.M 

NIP. 196610221993081001 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan nasional yang berhasil akan menghasilkan Ketahanan 

Nasional yang tangguh, sebaliknya Ketahanan Nasional yang tangguh akan 

mendorong lajunya proses pembangunan nasional selanjutnya. Dalam hal ini 

diperlukan Konsepsi Tolok Ukur untuk mengetahui tingkat ketangguhan 

ketahanan nasional yang dicapai. Pun begitu untuk mendapat tolok ukur di 

tingkat daerah, diperlukan Ketahanan Daerah untuk mendukung 

pembangunan daerah dan secara akumulatif mendukung capaian ketahanan 

nasional. 

Berdasarkan situs resmi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 

ketahanan nasional didefinisikan sebagai suatu kondisi ideal suatu negara 

memiliki kemampuan mengembangkan kekuatan nasional sehingga mampu 

menghadapi segala macam ancaman dan gangguan bagi kelangsungan 

hidup bangsa yang bersangkutan. Bentuk ancaman tersebut bisa bersifat 

langsung ataupun tidak dan sangat membahayakan integritas, identitas, 

bahkan kelangsungan hidup berbangsa serta bernegara.  

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah menjadi 

salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai Tugas Fungsi Utama dalam 

menjaga ketahanan di daerah yang merupakan bagian dari ketahanan 

nasional. Ketahanan Daerah dapat dilihat dari beberapa dimensi yaitu politik, 

ekonomi, ideologi, dan sosial budaya. Selanjutnya, memotret sejauhmana 

penguatan Ketahanan Daerah merupakan cara untuk menunjukkan bahwa 

daerah atau negara dalam upaya penguatan masyarakat (community 

building), pengembangan wawasan kebangsaan, dan pembangunan nasional 

harus menyasar pada aset dan modal sosial masyarakat. Aset dan modal 

sosial ini fokus pada penguatan nilai-nilai keagamaan, kebudayaan dan adat 

istiadat masyarakat lokal Kalimantan Tengah. Suatu daerah yang mempunyai 

Ketahanan Nasional yang Tangguh akan mendorong cerminan pembangunan 

daerah yang mengarah pada kemajuan yang signifikan. 

Dalam dinamika pembangunan daerah, aspek persatuan dan kesatuan 

bangsa menjadi elemen strategis yang harus senantiasa diperkuat. Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah memiliki peran 
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penting dalam menjaga stabilitas politik, memperkuat nilai-nilai kebangsaan, 

serta mengelola potensi konfilik sosial di tengah masyarakat. Tuntutan 

terhadap kinerja pemerintah daerah, dalam hal ini yaitu Kesatuan Bangsa dan 

Politik Provinsi Kalimantan Tengah mengalami peningkatan. Oleh sebab itu, 

maka sejalan dengan aspirasi masyarakat akan terciptanya kondisi kehidupan 

sosial politik yang harmonis, aman, dan kondusif maka disusunnya Rencana 

Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinisi Tahun 2025-2029  

berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah memerintahkan 

kepada seluruh kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana 

Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2025-2029 . 

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)  adalah dokumen 

rencana stratejik Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun 

yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program, kegiatan, 

indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Strategis Satuan 

Kerja Perangkat Daerah untuk mewujudkan visi, misi dan program Kepala 

Daerah yang disusun berpedoman pada RPJMD. 

Dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah menggambarkan wujud 

pelayanan yang diberikan Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada 

masyarakat, sesuai dengan tugas dan fungsi selama 5 (lima) tahun. Rencana 

strategis perangkat daerah juga sebagai tolak ukur pengendalian dan evaluasi 

capaian kinerja satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan misi, 

mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan strategis, kebijakan program, 

kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif satuan 

kerha perangkat daerah setiap tahun selama 5 (lima) tahun, dalam 

mewujudkan visi, melaksanakan misi dan program kepala daerah. 

Dalam rencana strategis perangkat daerah menggambarkan wujud 

pelayanan yang diberikan satuan kerja perangkat daerah kepada masyarakat, 

sesuai dengan tugas dan fungsi selama 5 (lima) tahun. Rencana strategis 

perangkat daerah juga sebagai tolak ukur pengendalian dan evaluasi capaian 

kinerja satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan misi, mencapai 

tujuan dan sasaran berdasarkan strategis, kebijakan program, kegiatan, 

indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif satuan kerja 

perangkat daerah setiap tahun selama 5 (lima) tahun, dalam mewujudkan visi, 

melaksanakan misi dan program kepala daerah. 
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Presiden dan Wakil Presiden Indonesia memiliki visi dan misi yang di 

kenal dengan sebutan “Asta Cita” yang merupakan program prioritas nasional 

yaitu sebagai berikut : 

a. Visi : 

“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” 

b. Misi : 

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia 

(HAM). 

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi 

syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. 

3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan 

kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan 

industri kreaktif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra 

produksi melalui peran aktif koperasi. 

4. Memperkuat pembangunan sumber dayan manusia (SDM), sain, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan 

generasi z), dan penyadang distabilitas. 

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber 

daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, 

pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. 

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat 

pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan 

penyelundupan. 

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan 

lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat 

beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur. 

Dari kedelapan misi pembangunan Presiden dan Wakil Presiden yang 

termuat dalam Asta Cipta setidaknya terdapat beberapa yang miliki 

keterkaitan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik , yaitu : 

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia 

(HAM). 
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Pada bagian ini Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki peranan 

penting dalam hal pembina dan menginternalisasikan nilai-nilai 

Pancasila, semangat bela negara, peningkatan wawasan kebangsaan 

serta sosialisasi belom bahadat. 

2. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat 

pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan 

penyelundupan. 

Pada misi ini selaras dengan fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik 

yaitu terkait dengan dalam hal fasilitasi pencegahan dan 

pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika 

(P4GN) dan precursor narkotika, Pendidikan politik dan pencegahan 

segala bentuk aksi preaminsme. Komitmen Tolak Narkoba, 

premanisme, radikalisme dan judi online telah menjadi bagian yang 

terus diimpelementasikan dalam setiap kegiatan Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik. 

3. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan 

lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat 

beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur. 

Dalam amanat pada misi ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

memiliki peran sentral dalam hal pembinaan kerukunan umat 

beragama, sosialisasi belom bahadat, penguatan ketahanan ekonomi 

masyarakat, dialog kebersamaan dalam keberagaman “Huma Betang 

Goes to Campus”, Betang Cerdas Goes to School dialog bagi generasi 

muda menuju Indonesia Emas 2045, camping keberagaman bagi 

pemuda lintas agama generasi muda yang cerdas berkarakter dan 

beriman, forum komunikasi ormas (ormas kepemudaan, ormas adat) 

Provinsi Kalimantan Tengah, semangat Huma Betang menggatang utus 

dalam bingkai NKRI. 

 

Sebagai bagian integral dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, 

penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 

dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur 

Kalimantan Tengah, yaitu : 

a. Visi : 
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“Mengangkat Harkat Martabat Dayak Khususnya, Umumnya Masyarakat 

Kalimantan Tengah (Menggatang Utus), Dengan Spirit Kearifan Lokal dan 

Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Menuju Kalimantan Tengah 

Berkah, Kalimantan Tengah Maju, Kalimantan Tengah Bermartabat Untuk 

Menyambut Indonesia Emas 2045”. 

b. Misi : 

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui optimalisasi Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) dan pemanfaatan sumber daya alam lokal. 

2. Peningkatan Pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika 

melalui Pendidikan inklusif sesuai dengan kaidah belom bahadat. 

3. Pembangunan infrastruktur yang merata dan keadialan untuk 

meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi 

berbasis lingkungan. 

4. Menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau 

bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai keadilan sosial. 

5. Pemberdayaan kearifan lokal dalam kebijakan dan program pemerintah 

untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045. 

Dalam keterkaitan dengan program misi Gubernur dalam urusan 

Kesatuan Bangsa dan Politik adalah yaitu sebagi berikut : 

1. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat mendukung misi Gubernur 

Kalimantan Tengah sebagai fungsi koordinatif. 

2. Misi utama yang berhubungan langsung dengan Tusi Kesatuan Bangsa 

dan Politik adalah misi kedua dan kelima. 

3. Selanjutnya dari misi tersebut akan di turunkan dalam program kerja 

prioritas Gubernur dan diikuti dengan program kerja perangkat daerah. 

 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah 

merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas strategis dalam 

mendukung terwujudnya visi dan misi nasional serta visi dan misi daerah 

dalam terwujudnya pembangunan Kalimantan Tengah, dalam hal ini berkaitan 

dengan aspek pembinaan ideologi Pancasila, penguatan wawasan 

kebangsaan, fasilitasi kehidupan demokrasi, peningkatan ketahanan ekonomi 

masayrakat, pengelolaan kerukunan umat beragama. Peran ini diharapakan 

tidak hanya berfungsi sebagai menjaga stabilitasi politik dan keamanan 
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daerah tetapi juga menjadi fondasi penting bagi kelancaran pembangunan 

lintas sektor. 

Stabilitas politik yang konduksi menjadi prasyarat mutlak untuk 

memastikan investasi dan pembanguan berjalan lancar, pelayanan publik 

dapat dilaksanakan tanpa hambatan, serta hubungan antar kelompok 

masyarakat tetap harmonis. Apabila tidak adanya stabilitas tersebut, maka 

pada berbagai prioritas daerah akan terhambat,  dan potensi konflik sosial 

dapat menggangu pencapaian target pembangunan. 

Pada penyusunan Renstra ini menjadi instrument penting sebagai kunci 

untuk memastikan seluruh langakah strategis Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik dalam 5 (lima) tahun kedepan terarah, terukur, dan memiliki indikator 

keberhasilan yang jelas. Rentra ini berfungsi sebagai peta jalan yang 

mengintergrasikan kebijakan nasional, visi-misi daerah, dan kebutuhan 

spesifik masyarakat Kalimantan Tengah di bidang Kesatuan Bangsa dan 

Politik. Oleh sebab itu, melalui Renstra, setiap program dan kegiatan dapat di 

rencanakan secara sistematis, terkoordinasi lintas bidang, serta mampu 

menjawab tantangan strategis seperti perkembangan dinamika politik, 

ancaman disinegrasi bangsa, radikalisme, serta tuntutan akan tata Kelola 

pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta beroritansi pada pelayanan 

publik.  

Salah satu penunjang utama dalam penyusunan dokumen perencanaan 

jangka menengah atau panjang adalah sistem manajemen data terintegrasi 

yang didukung oleh  teknologi  informasi.  Penyusunan  blue  print  

pengintegrasian  sistem data  dan informasi di Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik  merupakan jawaban permasalahan terkait manajemen data di 

lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik . Untuk selanjutnya sesuatu 

yang penting dan diharapkan dapat terwujud adalah tersusunnya indikator 

data  yang  terstandarisasi dan  terpusat  sebagai  ukuran  pencapaian  kinerja  

sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Adapun tujuan 

selanjutnya adalah untuk dapat memberikan daya dukung infrastruktur yang 

memadai agar setiap individu ASN lebih adaptif dalam menghadapi kondisi 

lingkungan yang semakin dinamis, mampu meningkatkan kualitas kinerja dan 

mencapai target output yang  lebih terukur dan berkualitas sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsinya. 
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1.2 Landasan Hukum 

Beberapa peraturan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan 

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan 

Tengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029, adalah sebagai 

berikut: 

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

3. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

4. Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045; 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 

Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 

Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang  Perangkat Daerah; 

9. Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor 86 Tahun 2017 Tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah  Dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang 

Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang 
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Kesatuan Bangsa Dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 195); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur  Perencanaan  Pembangunan  

dan Keuangan  Daerah (Berita  Negara  Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1447); 

12. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2023 

tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 

37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi 

dan Tata Kerja Perangkat Daerah; 

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi 

Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah  Provinsi  

Kalimantan Tengah  Tahun  2024  Nomor  10;  Register Peraturan Daerah 

Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10-248/2024); 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

1.3.1. Maksud  

Maksud dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan  

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah adalah 

memberikan pedoman tercapainya tujuan bidang Kesatuan Bangsa 

dan Politik dan peningkatan kinerja baik jangka pendek maupun 

dengan berpedoman pada tujuan, sasaran kebijakan dan strategi yang 

telah ditetapkan untuk mewujudkan visi misi daerah yang telah 

disepakati. 

 

1.3.2. Tujuan  

Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan  Kesatuan 

Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah, adalah : 

1. Tercapainya sasaran program secara efektif dan efisien sesuai 

dengan kebijakan, strategi, sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan di bidang Pemerintahan Umum urusan Kesatuan 

Bangsa dan Politik. 

2. Memberikan arah, pedoman serta acuan resmi  dalam penyusunan 

program kerja tahunan 



 

 Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalteng 2025 - 2029 14 
 

3. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Badan  

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah untuk 

mewujudkan tujuan dan sasaran daerah terkait Bidang  

Pemerintahan Umum urusan Kesatuan Bangsa dan Politik. 

4. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Badan  Kesatuan 

Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Sesuai dengan Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor 86 Tahun 

2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah  Dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka 

sistematika penulisan Renstra Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa 

dan Polittik Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :  

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Landasan Hukum 

1.3 Maksud dan Tujuan 

1.4 Sistematika Penulisan 

BAB II  GAMBARAN PELAYANAN 

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi  

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 

2.2.1 Sumber Daya Manusia  

2.2.2  Sarana dan Prasarana 

2.3 Kinerja Pelayanan 

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat 

Daerah 

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT 

DAERAH 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

3.2 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga 

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis 
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BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan 

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

BAB VII  KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

BAB VIII  PENUTUP 
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BAB II  

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

 

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022, 

memiliki Tugas, Fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut : 

a. Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah :  

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu 

Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan 

dekonsentrasi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan 

kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

b. Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah : 

1. Perumusan, penyiapan kebijakan teknis dan pengkajian di bidang 

kesatuan bangsa dan politik; 

2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia 

pada Badan; 

3. Perumusan penyiapan kebijakan dan pengkajian masalah strategis; 

4. Pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan bidang kesatuan 

bangsa dan politik; 

5. Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan 

politik; 

6. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan 

bidang kesatuan bangsa dan politik; dan 

7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan. 

 

c. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi 

Kalimantan Tengah 

Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi 

Kalimantan Tengah terdiri atas : 

1. Kepala Badan; 

2. Sekretariat membawahkan: 

a). Sub Bagian Keuangan; dan 

b). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 

3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa 
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4. Bidang Politik Dalam Negeri. 

5. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi 

Kemasyarakatan 

6. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik. 

7. Kelompok Jabatan Fungsional 

 
Gambar 2.1.1 

Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Kalimantan Tengah 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

Sumber : Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah     

  

Adapun tugas dan fungsi masing-masing bidang dan sekretariat di 

lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah 

berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 

adalah sebagai berikut : 

a.  Sekretariat  

Tugas :  

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program 

dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan 

administratif serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan, 

protokol, hubungan masyarakat dan rumah tangga, organisasi, tata 

laksana serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Badan. 

Sekretaris dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. 

Fungsi : 

1. Pengoordinasian penyusunan rencana kegiatan, program dan 

anggaran Badan; 

SEKRETARIAT 

KEPALA BADAN 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

SUB BAGIAN  UMUM 
DAN KEPEGAWAIAN 

SUB BAGIAN 
KEUANGAN DAN ASET 

BIDANG  
KETAHANAN IDEOLOGI, 

WAWASAN KEBANGSAAN DAN 
KARAKTER BANGSA 

BIDANG KEWASPADAAN 
NASIONAL DAN 

PENANGANAN KONFLIK 

BIDANG  
POLITIK DALAM NEGERI 

BIDANG  
KETAHANAN EKONOMI, 

SOSIAL BUDAYA DAN ORMAS 
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2. Pengumpulan data, pelaksanaan analisis dan evaluasi serta pelaporan 

kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;  

3. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan 

Badan;  

4. Pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Badan; 

5. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset 

di lingkungan Badan; 

6. Pengelolaan urusan ASN di lingkungan Badan; 

7. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan 

Badan; 

8. Penyiapan bahan ketentuan peraturan perundang-undangan di 

lingkungan Badan; 

9. Pengoordinasian pengamanan dan keamanan kantor Badan; dan 

10. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 

Sekretariat terdiri atas: 

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Tugas : 

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 

melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, 

hubungan masyarakat, protokol,perlengkapan dan rumah tangga, aset 

serta pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, 

organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan informasi dan 

dokumentasi. 

Fungsi : 

a). Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

b). Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan pada 

Subbagian Umum dan Kepegawaian;  

c). Penyelenggaraan fasilitasi urusan protokol dan hubungan 

masyarakat pada Dinas; 

d). Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan evaluasi kelembagaan, 

ketatalaksanaan dan pelayanan publik sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan;  

e). Penyediaan perlengkapan rumah tangga kantor, pengelolaan surat 

menyurat, arsip, komunikasi, dokumentasi dan pelayanan umum 

kantor;  
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f). Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan formasi ASN meliputi 

penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, usulan formasi, 

distribusi dan penataan pegawai serta standar kompetensi jabatan;   

g). Pengelolaan administrasi kepegawaian; 

h). Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara 

(LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan ASN (LHKASN) sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan;  

i). Pengelolaan administrasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan 

budaya kerja pada Dinas sesuai dengan peraturan perundang-

undangan;  

j). Penatausahaan aset, rumah tangga dan perlengkapan; 

k). Penatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan; 

l). Pengelolaan informasi dan dokumentasi; 

m). Pengelolaan dan pemeliharaan aset; 

n). Penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang Badan; 

o). Pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan 

pada Subbagian Umum dan Kepegawaian secara lisan dan tertulis 

agar tercapai efisisensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;  

p). Penilaian prestasi kerja para bawahan pada Subbagian Umum dan 

Kepegawaian;  

q). Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan 

terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada Subbagian Umum 

dan Kepegawaian; dan  

r). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris dalam 

rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan. 

 

2. Subbagian Keuangan. 

Tugas : 

Subbagian Keuangan mempunyai tugas pengelolaan keuangan 

penatausahaan, akuntansi, serta verifikasi dan pembukuan. 

Fungsi : 

a). Penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;  

b). Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan pada 

Subbagian Keuangan; 
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c). Pelaksanaan pengelolaaan keuangan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

d). Pengelolaan urusan perbendaharaan; 

e). Penyiapan bahan pengelolaan keuangan; 

f). Penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan; 

g). Pembinaan bendaharawan; 

h). Pelaksanaan rekonsiliasi keuangan; 

i). Penatausahaan keuangan; 

j). Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut 

laporan hasil pemeriksaan lingkup dinas; 

k). Pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan 

pada Subbagian Keuangan secara lisan dan tertulis agar tercapai 

efisisensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;  

l). Penilaian prestasi kerja para bawahan pada Subbagian Keuangan;  

m). Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan 

terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Keuangan; dan  

n). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris dalam 

rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan. 

 

b. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa 

Tugas  : 

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa 

mempunyai tugas melaksanakan di bidang ideologi, wawasan 

kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, 

Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan. Kepala Bidang Ideologi, 

Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dibantu oleh Kelompok 

Jabatan Fungsional. 

Fungsi : 

1. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ketahanan 

ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di wilayah 

provinsi;  

2. Pemetaan kondisi ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter 

bangsa di wilayah provinsi;  
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3. Pelaksanaan dan pengoordinasian pemantapan dan penguatan 

ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan dan karakter 

bangsa di wilayah provinsi; 

4. Pelaksanaan pemantapan dan peningkatan kesadaran bela negara 

dan cinta tanah air di wilayah provinsi; 

5. Pembentukan dan pengembangan karakter bangsa di wilayah 

provinsi; 

6. Pelaksanaan penanganan dampak perkembangan ideologi dan 

perubahan lingkungan global dan regional terhadap kehidupan 

nasional di wilayah provinsi;  

7. Penanaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di wilayah provinsi;  

8. Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di wilayah provinsi;   

9. Pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan di wilayah provinsi;  

10. Penanaman kecintaan terhadap bendera, bahasa dan lambang negara 

serta lagu kebangsaan Indonesia sebagai sarana pemersatu identitas 

dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan 

kehormatan negara di wilayah provinsi;  

11. Pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan 

kebangsaan di wilayah provinsi;  

12. Pendidikan kewarganegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di wilayah 

provinsi;  

13. Pelaksanaan dan pembinaan pembauran kebangsaan di wilayah 

provinsi;  

14. Pelestarian Bhineka Tunggal Ika di wilayah provinsi; 

15. Pelaksanaan pembinaan kesadaraan, semangat, dan jiwa 

nasionalisme di wilayah provinsi; 

16. Pelaksanaan pembinaan dan pemeliharaan integrasi bangsa di 

wilayah provinsi;  

17. Peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan 

di wilayah provinsi dan 

18. Pelaksanaan tugas lainnya dari kementerian/lembaga, instansi vertikal 

terkait ideologi, wawasan kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan 

sejarah kebangsaan di wilayah provinsi. 
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c. Bidang Politik Dalam Negeri 

Tugas  : 

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan tugas di 

bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, 

fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, 

pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi 

politik. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dibantu oleh Kelompok Jabatan 

Fungsional. 

Fungsi  : 

1. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang politik dalam 

negeri di wilayah provinsi; 

2. Pelaksanaan pemetaan situasi, kondisi dan unsur-unsur yang 

mempengaruhi politik dalam negeri di wilayah provinsi;  

3. Peningkatan pemahaman mengenai demokrasi yang berdasarkan 

pancasila di wilayah provinsi;  

4. Peningkatan partisipasi masyarakat di bidang politik di wilayah 

provinsi;  

5. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang 

politik di wilayah provinsi;  

6. Pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan politik di wilayah provinsi;  

7. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan pemahaman mengenai etika dan 

budaya politik di wilayah provinsi;  

8. Pelaksanaan penyusunan data dan informasi partai politik di wilayah 

provinsi;  

9. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan partai 

politik di wilayah provinsi;  

10. Pelaksanaan verifikasi bantuan keuangan partai politik di wilayah 

provinsi;   

11. Pelaksanaan struktur politik dalam negeri di wilayah provinsi;  

12. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dinamika politik dalam 

negeri di wilayah provinsi;  

13. Pemberian fasilitasi pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik 

sebagai badan hukum di wilayah provinsi;  

14. Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil 

presiden di wilayah provinsi;  
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15. Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah. Pemantauan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di 

wilayah provinsi; dan  

16. Pelaksanaan pemantauan perkembangan politik dalam negeri di 

wilayah provinsi. 

 

d. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi 

Kemasyarakatan 

Tugas :  

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi 

Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan di bidang ketahanan 

ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, 

fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta 

pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa 

ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Provinsi 

Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, 

Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dibantu oleh Kelompok Jabatan 

Fungsional. 

Fungsi  : 

1. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ketahanan 

ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan di 

wilayah provinsi;  

2. Pemetaan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan 

penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan 

penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan 

ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan 

ormas asing di wilayah provinsi kalimantan tengah;  

3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi,sosial, 

budaya dan agama di wilayah provinsi;  

4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi  makro dan 

mikro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di 

wilayah provinsi;  

5. Pelaksanaan koordinasi penanganan penyakit masyarakat yang 

berdampak pada ketahanan nasional di wilayah provinsi;  
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6. Pelaksanaan dan fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan di 

wilayah provinsi;  

7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perubahan sosial yang 

berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di daerah;  

8. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penanganan kerawanan sosial di 

wilayah provinsi;  

9. Pelaksanaan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat 

persatuan dan kesatuan bangsa di wilayah provinsi;  

10. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pelestarian bahasa daerah 

sebagai bentuk manifestasi kepribadian bangsa dan keragaman 

budaya bangsa di wilayah provinsi; 

11. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pelestarian dan pengembangan 

lagu bertema kebangsaan, cinta tanah air dan nasionalisme di wilayah 

provinsi;  

12. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah 

pemerintahan dalam negeri melalui pendekatan sosial dan budaya di 

wilayah provinsi;  

13. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kerukunan antarumat beragama 

dan penghayat kepercayaan di wilayah provinsi;  

14. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pencegahan dan 

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan 

prekursor narkotika;  

15. Pelaksanaan deteksi dini penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkotika dan prekursor narkotika;  

16. Penyusunan regulasi mengenai pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor 

narkotika;  

17. Pemberdayaan masyarakat dalam fasilitasi pencegahan dan 

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan 

prekursor narkotika;  

18. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran organisasi masyarakat, 

pemberdayaan organisasi masyarakat, evaluasi dan mediasi sengketa 

organisasi masyarakat, pengawasan organisasi masyarakat dan 

organisasi masyarakat asing di wilayah provinsi;  
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19. Pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang ketahanan ekonomi, sosial 

budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan secara tertulis 

maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi 

bagi atasan;  

20. Pembinaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas 

dan fungsi bidang ketahanan ekonomi,sosial, budaya, agama dan 

organisasi kemasyarakatan; dan  

21. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan secara 

berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas badan. 

 

e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik 

Tugas  : 

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai 

tugas mengumpulkan, menyiapkan dan menyusunbahan perumusan 

kebijakan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerja 

sama intelijen, pemantauanorang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga 

asing, kewaspadaanperbatasan antarnegara, fasilitasi kelembagaan 

bidangkewaspadaan, serta penanganan konflik di Wilayah Provinsi, 

danpelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah 

(FORKOPIMDA) Provinsi. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan 

Penanganan Konflik dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. 

Fungsi  : 

1. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang 

kewaspadaan nasional dan penanganan konflik di wilayah provinsi;  

2. Pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak 

teknologi dan informasi, kondisi perbatasan antarnegara serta 

keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik di 

wilayah provinsi;  

3. Pelaksanaan kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia 

bidang intelijen di wilayah provinsi;  

4. Pelaksanaan deteksi dini mengenai informasi dan kebijakan strategis 

di wilayah provinsi;  

5. Pengolahan data dan informasi dan kebijakan strategis di wilayah 

provinsi;  
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6. Penyeleksian dan pengintegritasian data dan informasi dan kebijakan 

strategis di wilayah provinsi;  

7. Pelaksanaan analisis dan penginterprestasian informasi dan kebijakan 

strategis di wilayah provinsi;  

8. Penyusunan hasil analisis dan evaluasi informasi dan kebijakan 

strategis serta perkiraan keadaan di wilayah provinsi;  

9. Peningkatan kewaspadaan terhadap perkembangan teknologi dan 

informasi di wilayah provinsi;  

10. Pelaksanaan pembinaan forum kewaspadaan dini masyarakat di 

wilayah provinsi;  

11. Pemantauan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan penelitian asing di 

wilayah provinsi;  

12. Pelaksanaan kerja sama pengawasan dan pengamanan orang asing 

dan tenaga kerja asing di wilayah provinsi; 

13. Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pencegahan konflik, 

penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik sesuai ketentuan 

perundang-undangan di wilayah provinsi;  

14. Pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah 

(FORKOPIMDA) provinsi dalam rangka mengoordinasikan, merespon 

cepat dan pencegahan dini terkait potensi terjadinya konflik serta 

penanganan konflik di wilayah provinsi; dan  

15. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencegahan konflik, 

penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik sesuai ketentuan 

perundang-undangan di wilayah provinsi. 

 

2.2 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan 

Tengah 

Sumber daya Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi 

memerlukan dukungan sumber daya yang memadai, baik dari aspek sumber 

daya manusia maupun dari sarana dan prasarana. Ketersediaan dan kualitas 

sumber daya tersebut menjadi faktor penting dalam menentukan optimalisasi 

kinerja organisasi. Maka oleh sebab itu dalam menujang hal tersebut diuraikan 

sebagai berikut : 
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2.2.1 Sumber Daya Manusia 

Dalam mendukung kinerja organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik, sumber daya manusia (SDM) merupakan aset yang sangat 

penting guna melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Berdasarkan 

data kepegawaian, jumlah aparatur yang tersedia dari pejabat struktural, 

pejabat fungsional, serta tenaga pelaksana yang terbagi ke dalam 

berbagai bidang.  

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai perangkat daerah 

yang memiliki tugas strategis dalam pembinaan ideologi Pancasila, 

penguatan wawasan kebangsaan, fasilitasi kehidupan demokrasi, 

peningkatan ketahanan ekonomi, hingga pengelolaan kerukunan umat 

beragama, keberadaan sumber daya manuasia yang professional, 

berintegritas, adaptif, serta memiliki literasi digital yang memadai 

menjadi prasyarat penting. Berikut klasifikasi sumber daya manusia 

yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan jumlah total 48 

orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu digambarkan sebagai Berikut : 

 

Gambar 2.2.1.1 Analisis Jumlah pegawai Berdasarkan Klasfikasi Golongan 

 

Sumber : Subbag Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah 

 

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa klasfikasi 

golongan SDM pada Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan 

Tengah sebagian besar didominasi oleh pegawai dengan Golongan III, 

yaitu sebanyak 27 orang (56,3%) yaitu dengan rincian III/a sebanyak 9 

orang, III/b sebanyak 6 orang, III/c sebanyak 2 orang dan III/d sebanyak 

10 orang. Hal ini menunjukan mayoritas pegawai berada pada jenjang 
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karier menengah yang menjadi penggerak utama pelaksanaan tugas 

teknis maupun administratif. 

Selain itu terdapat PPPK sebanyak 11 orang (22,9%), dengan 

mayoritas pada kelas IX sebanyak 10 orang (20,8%) dan kelas V 

sebanyak 1 orang (2,1%). Dengan adanya PPPK berkontribusi dalam 

memperkuat kapasitas pelaksanaan program dan layanan pada unit-

unit strategis. 

Selanjutnya, pegawai dengan Golongan IV berjumlah 5 orang 

(10,4%) dengan rincian IV/a sebanyak 4 orang dan IV/d sebanyak 1 

orang. Keberadaan pegawai pada jenjang ini sangat penting karena 

mereka memegang peran strategis dalam manajerial dan pengambilan 

keputusan. 

Adapun Golongan II tercatat sebanyak 3 orang (6,3%), dengan 

rincian sebanyak II/c sebanyak 1 orang dan II/d sebanyak 2 orang. Di 

luar ASN, terdapat 2 pegawai tenaga kontrak (4,2%) yang memperkuat 

dukungan lapangan. 

 

Gambar 2.2.1.2 Analisis Jumlah pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 
 

Sumber : Subbag Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah 

 
Berdasarkan jenis kelamin, komposisi pegawai menunjukan bahwa 

pegawai laki-laki lebih dominan dengan persentase sekitar 60%, 

sedangkan pegawai perempuan berjumlah 40%. Proporsi ini 

mencerminkan adanya keterlibatan yang cukup seimbang antara laki-

laki dan perempuan. 
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Gambar 2.2.1.3 Analisis Jumlah pegawai Berdasarkan Klasfikasi Jabatan 

 

Sumber : Subbag Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah 

 

Di tinjau dari klasfikasi jabatan, distribusi pegawai beragam. Pada 

jabatan struktural Eslon II/a terdapat 1 orang (2,1%). Selanjutnya, pada 

Eslon III/a terdapat 3 orang (6,3%). Sementara itu, Eslon IV/a diisi oleh 

2 orang (4,2%). Pada jabatan fungsional, diisi sebanyak 11 orang 

(22,9%). Sedangkan pada kelompok terbesar berada pada kategori Non 

Eslon dengan jumlah 31 orang (64,6%). Besarnya persentase ini 

menggambarkan bahwa Sebagian besar pegawai masih menempati 

posisi pelaksana atau pegawai non Eselon, yang berfungsi mendukung 

operasional teknis dan administratif organisasi. 

 

Gambar 2.2.1.4 Analisis Jumlah pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

Sumber : Subbag Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah 

 

Berdasarkan tingkat Pendidikan pegawai, dapat dilihat bahwa 

mayoritas pegawai berada pada jenjang S1 dengan persentase sekitar 

80% dari total pegawai. Hal ini menunjukan bahwa Sebagian besar 
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pegawai telah memiliki kualifikasi penididikan tinggi yang sesuai dengan 

kebutuhan organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. 

Sementara itu, pegawai dengan Pendidikan S2 menempati urutan 

kedua dengan persentase sekitar 10%, yang memperlihatkan adanya 

sumber daya manusia dengan kompetensi akademik lebih lanjut untuk 

mendukung analisis kebijakan maupun perencanaan strategis. 

Kemudian, pegawai dengan Pendidikan Diploma (D3) tercatat 

sebesar 6%, serta pegawai dengan latar belakang SMA/SMK berada 

pada kisaran 4%. Meskipun jumlah relatif kecil, keberadaan pegawai 

dengan kualifikasi Pendidikan menengah maupun diploma tetap 

memiliki peran penting dalam mendukung aspek teknis dan administratif 

organisasi. 

Secara keseluruhan, komposisi Pendidikan pegawai yang 

didominasi lulusan S1 dan S2 menggambarkan bahwa Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik memiliki kapasitas sumber daya manusia yang cukup 

baik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengambilan 

kebijakan, dengan dukungan tenaga teknis dari lulusan Diploma dan 

SMA. 

Secara keseluruhan, profil pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah menunjukan komposisi yang 

cukup beragam baik dari segi golongan, jabatan, maupun tingkat 

pendidikan. Dengan demikian, secara umum dapat disimpulkan bahwa 

kualitas sumber daya manusia di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah memiliki kapasitas yang 

memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi suatu 

perangkat daerah. 

 

2.2.2 Sarana dan Prasarana /Aset  

Salah satu mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah adalah 

sarana dan prasarana. Hal ini dikarenakan ketersediaan fasilitas yang 

memadai akan mempengaruhi langsung terhadap efektivitas, efesiensi, 

serta kenyamanan pegawai dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. 

Selain itu pula, hal ini menjadi indikator komitmen perangkat daerah 
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dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan adaptif 

terhadap kebutuhan perkembangan teknilogi maupun pelayanan publik. 

Sehingga pemetaan dan pendataan perlu dilakukan dengan melihat 

kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki. Hal ini bertujuan agar 

pengelolaan aset dapat dilakukan secara optimal, sekaligus sebagai 

dasar dalam perencaan kebutuhan di masa mendatang. Berikut tabel 

sarana dan prasarana yang tersedia di lingkungan Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Provinisi Kalimantan Tengah : 

 

Tabel 2.2.2.1 Sarana dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi 

Kalimantan Tengah 

NO URAIAN 

ASET TETAP 
JUMLAH ASET TETAP 

ASET BAIK ASET KURANG BAIK 
JUMLAH 
BARANG JUMLAH HARGA JUMLAH 

BARANG 
JUMLAH 
HARGA 

JUMLAH 
BARANG JUMLAH HARGA 

        
I  TANAH 1 685.000.000,00     1 685.000.000,00 

01 TANAH 1 685.000.000,00     1 685.000.000,00 
                

II  PERALATAN DAN MESIN 802 6.886.384.128,00     802 6.886.384.128,00 
01 ALAT BESAR             
02 ALAT ANGKUTAN 25 2.578.068.208,00     25 2.578.068.208,00 
03 ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR             
04 ALAT PERTANIAN             
05 ALAT KANTOR DAN RUMAH 

TANGGA 
550 1.887.505.730,00 68 36.216.339.200  550 38103844930 

06 ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN 
PEMANCAR 

66 671.865.890,00     66 671.865.890,00 

07 ALAT KEDOKTERAN DAN 
KESEHATAN 

            

08 ALAT LABORATORIUM 2 1.500.000,00       1.500.000,00 
09 ALAT PERSENJATAAN 1 21,300,000.00      2 21,300,000.00  
10 KOMPUTER 158 1.726.144.300,00     1 1.726.144.300,00 
11 ALAT EKSPLORASI         158 1.726.144.300,00 
12 ALAT PENGEBORAN             
13 ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN 

DAN PEMURNIAN 
            

14 ALAT BANTU EKSPLORASI             
15 ALAT KESELAMATAN KERJA             
16 ALAT PERAGA             
17 PERALATAN PROSES/PRODUKSI             
18 RAMBU - RAMBU             
19 PERALATAN OLAH RAGA             
                

III  GEDUNG DAN BANGUNAN 1 2.867.596.671,00     1 2.867.596.671,00 
01 BANGUNAN GEDUNG 1 2.867.596.671,00     1 2.867.596.671,00 
02 MONUMEN             
03 BANGUNAN MENARA             
04 TUGU TITIK KONTROL/PASTI             
                

 IV JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI 1 669.964.797,00     1 669.964.797,00 
01 JALAN DAN JEMBATAN  1 294.864.797,00     1 294.864.797,00 
02 BANGUNAN AIR             
03 INSTALASI 3 375.100.000,00     3 375.100.000,00 
04 JARINGAN             
                

V  ASET TETAP LAINNYA 143  86.589.200,00      143 86.589.200,00  
01 BAHAN PERPUSTAKAAN 142 61.839.200,00     142 61.839.200,00 
02 BARANG BERCORAK KESENIAN / 

KEBUDAYAAN / OLAHRAGA 
            

03 HEWAN             
04 BIOTA PERAIRAN             
05 TANAMAN 1 24.750.000,00       24.750.000,00 
06 BARANG KOLEKSI NON BUDAYA             
07 ASET TETAP DALAM RENOVASI             
          

VI  KONSTRUKSI DALAM 
PENGERJAAN 

      

01 TANAH       
02 PERALATAN DAN MESIN       
03 GEDUNG DAN BANGUNAN       
04 JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI       
05 ASET TETAP LAINNYA       

Sumber : Subbag Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah 



 

 Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalteng 2025 - 2029 32 
 

Berdasarkan data aset sarana dan prasarana Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah memilki beragam 

sarana dan prasarana dalam mendukung kelancaran pelaksanaan 

tugas. Dilihat dari aset tanah, tercatat satu bidang dengan nilai 

sebesar Rp.685.000.000,00 yang menjadi dasar penopang 

keberadaan gedung dan aktivitas operasional. 

Pada kategori peralatan dan mesin, terdapat total 802 unit 

dengan nilai mencapai Rp.6.886.384.128,00-. Komposisi terbesar 

terdapat pada peralatan kantor dan rumah tangga sebanyak 550 

unit dengan nilai Rp.1.887.505.730,00- diikuti oleh komputer 

sejumlah 158 unit senilai Rp.1.726.144.300,00-, serta alat angkut 

sebanyak 25 unit dengan nilai sebesar Rp.2.578.068.208,00-. 

Selain itu, tersedia pula perangkat komunikasi, alat laboratorium, 

serta alat persenjataan yang menunjang fungsi teknis dan 

operasional. 

Dari sisi gedung dan bangunan, instansi ini memiliki satu unit 

gedung permanen dengan nilai Rp.2.867.596.671,00- yang menjadi 

pusat kegiatan dan pelayanan. Infrastruktur penunjang berupa 

jalan, jaringan, dan irigasi juga tercatat dengan total nilai 

Rp.669.964.797,00- termasuk instalasi yang menopang kebutuhan 

utilitas. 

Selain itu, terdapat kategori aset tetap lainnya berupa koleksi 

perpustakaan sejumlah 142 item dengan nilai Rp.61.839.200,00 

serta tanaman hias dengan nilai Rp 24.750.000,00- yang 

memberikan tambahan fasilitas non-teknis namun bermanfaat bagi 

kenyamanan dan kelengkapan lingkungan kerja. 

Secara keseluruhan, komposisi aset ini menunjukkan bahwa 

sarana dan prasarana yang tersedia relatif memadai, baik dari sisi 

jumlah maupun nilai aset. Meski demikian, keberadaan aset dalam 

kondisi kurang baik juga perlu menjadi perhatian, agar 

pemeliharaan maupun peremajaan dapat terus dilakukan guna 

memastikan keberlangsungan pelayanan organisasi. 
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2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi 

Kalimantan Tengah 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan 

Tengah merupakan perangkat daerah yang melaksanakan Tugas dan Fungsi 

penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Ruang 

lingkup kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sangat vital dalam 

membantu Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah menjalankan fungsinya 

sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat. Dalam hal ini, Gubernur 

sebagai Wakil Pemerintah Pusat melaksanakan kewenangan desentraslisasi 

sebagaimana diatur dalam kerangka konsep otonomi daerah di Indonesia. 

Salah satu tanggung jawab utama yang menjadi tugas Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik adalah menjaga kondusifitas wilayah dan harmonisasi 

dalam kehidupan masyarakat. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Provinsi Kalimantan Tengah memberi informasi kepada Kepala 

Daerah, yaitu Gubernur Kalimantan Tengah tentang isu-isu strategis terkait 

IPOLEKSOSBUDHANKAM. Selain itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Provinsi Kalimantan Tengah berfungsi sebagai mata dan telinga Kepala 

Daerah dalam mengantisipasi, serta mengambil kebijakan yang berhubungan 

dengan isu strategis terkait IPOLEKSOSBUDHANKAM. Dalam hal ini Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik menjalankan sebagai inteligen Pemerintah 

Daerah.  

Dinamika lingkungan yang berjalan sangat dinamis dengan berbagai 

pengaruh globalisasi menuntut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi 

Kalimantan Tengah untuk dapat lebih cermat dan komprehensif dalam 

merumuskan program-program kerja agar tepat sasaran. Sinergitas dan 

kolaborasi dengan berbagai pihak internal maupun eksternal (instansi vertikal) 

perlu terus dipupuk dan dijalin dengan baik diantaranya dengan Ditjen Polpum 

Kementerian Dalam Negeri, Polda Kalimantan Tengah, Korem 102 Panju 

Panjung, Binda Kalimantan Tengah, Densus 88, BPS dan beberapa 

Perangkat Daerah di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Kalimantan 

Tengah. 

Pada masa Pemerintahan Gubernur Wakil Gubernur baru Bapak Agustiar 

Sabran dan Edy Pratowo periode 2025-2029 , memunculkan program kerja 

yang sangat baik untuk masyarakat Kalimantan Tengah yang terkemas dalam 
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Program Huma Betang. Berkaitan dengan program tersebut, Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah  mendukung program kerja 

melalui penyelarasan program kerja dalam kegiatan-kegiatan urusan 

Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah perlu 

merumuskan strategi yang mampu menstimulasi kemajemukan menjadi 

sarana pemersatu melalui program kerjanya. Berbagai gejolak politik, konflik 

sosial, konflik agama, disorientasi, pudarnya nilai-nilai kebangsaan yang 

mengakibatkan krisis karakter, pemahaman yang sempit tentang 

kemajemukan dan kearifan lokal, dan menurunnya nasionalisme menjadi 

suatu kewajiban bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan 

Tengah untuk mengatasi permasalahan ini. Tantangan lain yang juga sangat 

mengancam adalah terkait dengan program radikalisme, ektrimisme, 

terorisme dan bahaya narkoba yang menjadi ancaman bagi masyarakat 

termasuk generasi muda penerus bangsa. Selain itu juga mendorong 

pelayanan urusan dasar untuk bisa dirasakan oleh seluruh lapisan 

masyarakat sesuai denga tugas fungsi yang diemban yaitu koordinatif. Bapak 

Gubernur sering menekankan sebuah Pendidikan atau mendorong pribadi 

Kalimantan Tengah menjadi yang berkarakter, beretika dan mempunyai 

mindset ke depan. 

Berbagai program kerja telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dalam menjaga kondusifitas 

lingkungan strategis yang berkaitan dengan IPOLEKSOSBUDHANKAM. 

Upaya perubahan terus dilakukan untuk menjalankan tugas dan fungsi yang 

diamanahkan. Sebagai gambaran penilailai LAKIP Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik pernah menduduki peringkat kedua dari bawah pada Tahun 2022 

yang merupakan hasil penilaian kinerja tahun 2021. Selanjutnya, tahun 2023 

terjadi peningkatan dalam penialian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik dan semakin optimis Tahun 2024 nilai kinerja Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik akan semakin meningkat.  

Dilihat dari beberapa indikator yang telah ditetapkan pada tahun 

sebelumnya kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengahdapat terlaksana secara fisik 

lebih dari 100 persen.  Hal ini terlihat dari target peserta yang dilaksanakan 

sebagian targetnya melebihi dari yang direncanakan. Kegiatan-kegiatan 
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teknis bidang tidak hanya dilaksanakan di Kota Palangka Raya, namun juga 

merambah ke beberapa Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. 

Gambaran ini mencerminkan semakin masifnya kegiatan yang 

diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi 

Kalimantan Tengah.  

Secara menyeluruh realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Provinsi Kalimantan Tengah dapat memenuhi target jangka menengah yang 

telah ditetapkan dalam Renstra organisasi. Hal ini merupakan pencapaian 

yang positif sehingga perlu untuk dipertahankan dan ditingkatkan lagi 

terutama dalam menciptakan inovasi-inovasi program kerja sehingga lebih 

tepat sasaran dan lebih bermanfaat bagi masyarakat serta seluruh elemen 

bangsa.  

Selain itu, beberapa kurun waktu terakhir Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan penghargaan– 

penghargaan dari Pemerintah maupun Lembaga-lembaga terkait. Adapaun 

pengahragaan tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Penghargaan yang diberikan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional 

Provinsi Kalimantan Tengah kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan yang 

dalam hal ini diwakili oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Leading Sector Perangka Daerah di 

Lingkup Provinsi Kalimantan Tengah yang mempunyai komitmen kuat 

dalam pemberantasan Narkoba melalui Optimalisasi Peran Tim P4GN di 

Provinsi Kalimantan Tengah.  

b. Penghargaan yang diberikan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional 

kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Leading Sector 

Penanganan Narkoba di daerah. Penghargaan ini menunjukkan Komitmen 

yang kuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam melakukan 

Pemberdayaan Masyarakat sebagai upaya pencegahan dan 

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) di 

daerah. 

c. Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Kepala Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Leading 

Sektor Pendidikan Ideologi dan Karakter Bangsa bagi masyarakat. 
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Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik mempunyai komitmen kuat berpartisipasi aktif dalam setiap 

agenda Pemerintah yang mendorong dalam peningkatan semangat 

nasionalisme termasuk dalam kontribusi sebagai koordinator 

kabupaten/kota dalam Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih 

menjelang Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. 

d. Apresiasi dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Dirjen 

Polpum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Provinsi 

Kalimantan Tengah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi 

Kalimantan Tengah dalam partisipasi aktif menyampaikan Laporan Situasi 

Daerah yang dikirimkan setiap hari melalui aplikasi Puskomin. 

e. Penghargaan dari Komisi Informasi Kalimantan Tengah kepada Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dalam 

Keterbukaan Informasi Publik sebagai salah satu Badan Publik yang 

memiliki kategori informatif dalam memberikan informasi kepada 

masyarakat melalui PPID pelaksana.  

f. Penghargaan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah sebagai 

Perangkat Daerah Terbaik III Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah dalam 

kinerja dan komitmennya dalam pencapaian realisasi APBD Tahun 

Anggaran 2024. 

g. Penghargaan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah 

kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah 

sebagai salah satu Leading Sektor yang menangani Pileg dan Pilkada 

Serentak Tahun 2024 telah berhasil mensukseskan agenda Pilkada 

Serentak pertama kali di Indonesia khususnya di Kalimantan Tengah.   

 

Selain beberapa prestasi yang telah diraih tersebut, Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik mengakui masih terdapat tantangan yang cukup besar 

dalam menciptakan kondisi wilayah yang terus kondusif, aman dan damai. Hal 

ini bukanlah suatu yang mudah untuk dilakukan dan hasil kerja dari Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik juga tidak dapat dilihat secara langsung seperti 

pembangunan fisik strategis. Hal ini memang berbeda dengan Perangkat 

Daerah teknis lainnya, setiap program kerja yang dilaksanakan langsung 

dapat dilihat hasilnya. Untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang 
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dibangun adalah manusianya, jadi hasilnya tidak secara fisik tapi cerminan 

hasil kinerja dapat dilihat pada suasana kehidupan masyarakat yang 

harmonis, kualitas SDM anak bangsa yang cerdas dalam berdemokrasi dan 

berpolitik dengan santun, serta bersatunya para pemangku kepentingan baik 

legislatif, eksekutif dan unsur-unsur lain dalam menegakkan dan 

memperjuangkan kepentingan rakyat.  

Berbagai kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dalam menjalankan tusinya muncul 

dari berbagai pihak,yaitu pihak internal, pihak eksternal dan lingkungan 

strategis yang mempunyai dinamika sangat cepat terkait 

IPOLEKSOSBUDHANKAM. Untuk itu dapat dipetakan beberapa kendala 

yang dihadapi sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut : 

a. Belum Optimal Performa Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Provinsi Kalimantan Tengah 

b. SDM yang terbatas dan belum memadai. 

Berkaitan dengan berbagai kendala-kendala tersebut, maka perlu 

dicarikan solusi sehingga pelaksanaan Tugas dan Fungsi dapat berjalan lebih 

optimal. Solusi tersebut dapat muncul dari internal Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik dan juga melalui pendekatan dengan berbagai stakeholder terkait 

untuk beberapa hal yang bukan menjadi kewenangan Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik. 

Beberapa langkah pemecahan yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah untuk terus dapat meningkatkan 

kualitas kinerja yang baik adalah penerapan pola kepemimpinan yang tepat, 

terus melakukan inovasi dan kerjasama dengan seluruh stakeholder terkait 

yang terlibat dalam urusan kesatuan bangsa.  

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dalam 

menjalankan Tusinya dapat disebut sebagai Mata telinga Pimpinan. Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik dituntut untuk dapat menciptakan kondusifitas 

wilayah dan harmonisasi dalam masyarakat, namun di satu sisi perangkat 

yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sangat terbatas baik 

SDM maupun Sarana dan Prasanan. Untuk itu, sesuatu yang sangat penting 

harus dilakukan adalah menjalin Kerjasama dengan berbagai stakeholder 

sebagai mitra kerja. Beberapa yamg menjadi mitra kerja Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut Forum Pembauran Kebangsaan, 
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Forum Bela Negara, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme, FKDM, FKUB 

dan bekerjasama dengan berbagai Institusi Pemerintahan seperti BINDA, 

TNI/POLRI, Lemhannas RI, KEMHAN, KEMENKO POLHUKAM dan institusi 

lain seperti Perguruan Tinggi yaitu ITS-NU dalam menjembatani keterbatasan 

SDM yang menguasai teknologi. 

Pada periode Renstra 2025-2029, Badan Kesatuan Bangsa telah 

merumuskan beberapa kegiatan yang mendukung pencapain indikator kinerja 

yang telah di sepakati. Kegiatan tersebut terbagi sesuai dengan tugas fungsi 

masing-masing bidang teknis yang di dukung sekretariat sebagai bagian yang 

bertanggung jawab dalam urusan penunjang.  

Adapun rencana kegiatan bidang-bidang teknis yang tertuang adalah 

sebagai berikut : 

a. Bidang Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 

1. Kegiatan Paskibraka 

2. Fasilitasi Kegiatan FPK 

3. Fasilitasi Kegiatan FBN 

4. Sosialisasi Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan, serta Belom 

Bahadat 

5. Ikrar Bersama Anak Kebangsaan Dalam Rangka Hari Sumpah Pemuda 

6. Dukungan Terhadap Pelaksanaan Hari Besar Nasional seperti Hari 

Lahir Pancasila dan Hari Bela Negara. 

b. Bidang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui 

Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik 

1. Pendidikan Politik Kebangsaan 

2. Fasilitasi POKJA IDI 

3. Penyerahan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Kegiatan 

Pertanggung Jawaban Bantuan Keuangan Partai Politik. 

4. Sarasehan Pendidikan Politik untuk Perempuan 

5. Peningkatan Kerjasama dengan Lembaga Legislatif 

c. Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan 

Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya 

1. Fasilitasi P4GN 

2. Pemberdayaan dan pengawasan Ormas 

3. Sosialisasi Belom Bahadat 

4. Pembinaan kerukunan umat beragama 
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5. Perumusan Indeks Harmoni Indonesia lingkup Kalimantan Tengah 

6. Penguatan ketahanan ekonomi masyarakat. 

7. Dialog Kebersamaan dalam Keberagaman "Huma Betang goes to 

Campus” 

8. Betang Cerdas Goes to School, Dialog bagi Generasi Muda, Menuju 

Indonesia Emas 2045 

9. Camping Keberagaman bagi Pemuda Lintas Agama, Generasi Muda 

yang Cerdas, Berkarakter dan Beriman (Betang Harmoni) 

10. Forum Komunikasi Ormas (Ormas Kepemudaan, Ormas Adat) Prov. 

Kalimantan Tengah, Semangat Huma Betang, Manggatang Utus 

dalam Bingkai NKRI 

d. Bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan 

Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 

1. Penanganan Konflik Sosial dan Kewaspadaan Nasional 

2. Fasilitasi Kerjasama Intelijen untuk Kewaspadaan Dini 

3. Pemantauan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing 

4. Sosialisasi Belom Bahadat dalam rangka Pencegahan Ekstremisme 

dan Radikalisme 

5. Fasilitasi Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat  

6. Pelaksanaan Fasilitasi FORKOPIMDA 

Kegiatan tersebut akan terus mengalami inovasi menyesuikan 

dengan dinamika kondisi IPOLEKSOSBUDHANKAM di daerah, namun 

tetap mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan. 

 

Secara umum capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah mengacu kepada 

Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah  dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 
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Pencapaian kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel T-

C.23.
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Tabel T-C.23. 

PENCAPAIANAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 

 

 

 

No 
Indikator Kinerja sesuai 

Tugas dan Fungsi 
Perangkat Daerah 

Target 
NSPK Target IKK 

Target 
Indikator 
Lainnya 

Target Renstra Perangkat Daerah 
Tahun ke - Realisasi Capaian Tahun ke - Rasio Capaian pada Tahun ke - 

2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Meningkatnya Jumlah 
Masyarakat Yang Paham 
Terhadap Politik 

 
Skor IDI Aspek Hak-Hak 
Politik Provinsi Kalimantan 
Tengah 

  79,25 79,25 79,25 79 73,17 79,3 77,57 75 92% 100% 98% 95% 

2 Meningkatnya Jumlah 
Ormas/LSM Yang Terlibat 
Dalam Menjaga Kesatuan 
Bangsa dan Politik 

 
Capaian pembinaan 
terhadap Ormas, LSM dan 
OKP aktif 

  95% 95% 95% 90% 84,44% 117,87% 100% 90% 89% 124% 105% 100% 

3 Meningkatnya Jumlah 
Masyarakat Yang Paham 
Terhadap Kesatuan 
Bangsa 

 
Meningkatnya Jumlah 
Masyarakat Yang Paham 
Terhadap Kesatuan 
Bangsa 

  200 200 200 200 300 1300 1439 130 150% 650% 720% 65% 

4 Meningkatnya Jumlah 
Masyarakat Yang Paham 
Terhadap Kesatuan 
Bangsa 

 
Meningkatnya Jumlah 
Masyarakat Yang Paham 
Terhadap Kesatuan 
Bangsa 

 
70% 80% 95% 90 65,63 15,63% 37,04% 11,43 93.33% 20% 39% 13% 

5 Meningkatnya Jumlah 
Masyarakat Yang Paham 
Terhadap Kesatuan 
Bangsa 

  Meningkatnya Jumlah 
Masyarakat Yang Paham 
Terhadap Kesatuan 
Bangsa 

  200 200 200 200 178 240 600 100 89% 79% 300% 50% 
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Tabel T-C.24. 

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH  

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

       
BIDANG KESATUAN 

BANGSA DAN POLITIK 

ANGGARAN PADA TAHUN KE- (Rp) REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE- (Rp) RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA 
TAHUN KE- 

RATA-RATA 
PERTUMBUHAN 

2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 
(PROYEKSI) 2022 2023 2024 2025 

(PROYEKSI) ANGGARAN REALISASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Belanja Langsung (BL) 25.131.232.864 74.628.777.706 148.633.070.883 40.050.266.643,44 20.284.583.969 59.796.750.163 140.468.149.398 32.040.213.315 80,71% 80,13% 94,51% 80 % 16,81%  12,11% 

Belanja Tidak Langsung 
(BTL) 

4.498.602.206 4.872.950.432 5.364.611.542 6.848.782.110 3.257.917.277 3.556.117.320 4.935.946.610 5.479.025.688 72,42% 72,98% 92,01% 80 % 15.05% 13,88% 

Total 29.629.835.070 79.501.728.138 153.997.682.425 46.899.048.753,44 23.542.501.246 63.352.867.483 145.404.096.008 37.519.239.003 79,46% 79,69% 94,42% 80 % 16.54% 12,36% 
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2.4 Tantangan dan Peluang 

Tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 

antara lain sebagai berikut : 

a. Tantangan 

Tantangan dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah : 

1. Penurunan nilai-nilai nasionalisme yang ada di masyarakat 

2. Penurunan Pemahaman terhadap Ideologi Pancasila 

3. Pendidikan Politik masih rendah 

4. Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban 

masyarakat 

5. Munculnya  LSM dan Ormas baru 

6. Adanya aksi terorisme dan penyebaran paham radikalisme 

7. Banyaknya pendatang mempengaruhi  penurunan nilai-nilai kearifan 

lokal 

8. Perkembangan Teknologi Informasi yang berdampak pada kehidupan 

masyarakat 

9. Kesenjangan sosial ekonomi cukup tinggi. 

 

b. Peluang 

Peluang dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah : 

1. Kalimantan Tengah adalah Bumi Pancasila. 

2. Adanya forum-forum kemitraan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Provinsi Kalimantan Tengah. 

3. Tersedianya regulasi pelayanan pemberian rekomendasi dan atau 

perijinan penelitian. 

4. Perkembangan Teknologi dan Informasi. 

5. Keseragaman kodefikasi, klasifikasi program dan kegiatan urusan 

Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik melalui 

Permendagri 90 tahun 2019. 
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BAB III  

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN 

TENGAH 

 

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Terkait dengan Identifikasi permasalahan, berdasarkan Kementerian 

Dalam Negeri yang terkait langsung dengan Tugas dan Fungsi Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah adalah “Stabilitas 

Politik Dalam Negeri”.  

a. Pendidikan Politik bagi masyarakat belum terlaksana secara optimal 

Berdasarkan evaluasi Indek Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2023 

(untuk tahun 2024 masih dalam proses penilaian), dibandingkan tahun 

sebelumnya terdapat peningkatan nilai skor IDI dengan nilai skor Indeks 

Demokrasi Indonesia (IDI), “Kategori Sedang”.  

Nilai capaian yang diperoleh pada tahun 2023 pada uraian pengukuran 

nilai pada variabel yang berhubungan dengan tugas dan fungsi dengan 

capaian nilai baik : 

1. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan 

berpendapat oleh aparat negara mendapat nilai 89,98; 

2. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan 

berpendapat antar masyarakat mendapat nilai 74,95; 

3. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, 

berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan mendapat nilai 

86,67; 

4. Kesetaraan Gender mendapat nilai 100; 

5. Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui 

lembaga perwakilan, mendapat nilai 100; 

Nilai capaian yang diperoleh pada tahun 2023 pada uraian pengukuran 

nilai pada variabel yang berhubungan dengan tugas dan fungsi dengan 

capaian nilai kurang baik terdapat pada : 

1. Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu, mendapat nilai 

48,67; 

2. Kinerja Lembaga legislatif mendapat nilai 52,94; 

3. Netralitas penyelenggara pemilu mendapat nilai 93,33; 
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4. Pendidikan politik pada kader partai politik, mendapat nilai 49,09. 

Capaian nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Kalimantan 

Tengah yang kurang baik, perlu ditindaklanjuti dalam bentuk penguatan 

peran dan fungsi kelembagaan terkait. 

Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pembinaan organisasi 

kemasyarakatan, penguatan ideologi, karakter dan wawasan kebangsaan, 

revolusi mental, kewaspadaan nasional, penanganan konflik dan 

pendidikan politik dalam negeri, pembinaan Partai Politik dalam upaya 

peningkatan kualitas demokrasi, nilai demokrasi yang diidentikkan dengan 

nilai kebebasan menentukan pilihan, pada kenyataannya hanya 

berkembang dalam ritual dan seremonial di sebagian besar kalangan untuk 

hadir memberikan suara pada saat pemilihan umum.  

b. Pemahaman masyarakat terkait nilai-nilai Pancasila, Wawasan 

Kebangsaan, Nasionalisme dan Cinta tanah air masih belum optimal dan 

cenderung luntur tergerus oleh perkembangan zaman yang sangat 

dinamis.  

Sebagai negara yang berdaulat dengan penduduk yang cukup besar 

maka perlu strategi untuk rekatualisasi nilai-nilai Pancasila, wawasan 

kebangsaan, nasionalisme yang mulai luntur. Salah satu contoh yang 

sederhana, beberapa tahun terakhir jika diperhatikan menjelang Hari Ulang 

Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, masih banyak masyarakat yang 

tidak melakukan pemasangan Bendera Merah Putih selama Bulan 

Agustus. Semangat kebersamaan, semangat gotong royong di lingkungan 

masyarakat tidak terlihat cukup menonjol di daerah perkotaan justru di 

pedesaan atau perkampungan semangat tersebut masih terlihat menyala. 

Masyarakat masih tertanam kekompakan untuk melaksanakan aktifitas di 

lingkungannya secara gotong royong menjelang Hari Ulang Tahun 

Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu, pelajar-pelajar, mahasiswa, 

ASN dan masyarakat jika dilakukan perlombaan terkait hafalan Pancasila, 

masih terdapat beberapa dari mereka yang tidak hafal dengan teks 

Pancasila. Maka dari itu, perlu penguatan Pancasila dan wawasan 

kebangsaan di seluruh masyarakat melalui Gerakan Gerakan yang massif 

dan dapat diinternalisasi di seluruh elemen masyarakat. Pancasila harus 

tetap kita tegakkan sebagai satu satunya ideologi negara serta bendera 

merah putih harus berkibar sebagai salah satu lambing negara. Upaya 
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yang serius dan strategis melalui pembumian nilai-nilai Pancasila menjadi 

salah satu alternatif yang harus dikerjakan secara menyeluruh serta 

melibatkan seluruh stakeholder terkait. 

c. Maraknya penyalahgunaan narkoba; 

Beberapa tahun terakhir, kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-

obatan terlarang di Kalimantan Tengah menjadi masalah yang serius dan 

sangat memprihatinkan. Secara umum, dapat dikatakan bahwa setiap 

keluar rumah kita, maka tidak ada tempat yang aman untuk aktifitas terkait 

narkoba di lingkungan sekitar yang terkadang tidak disadari. Data yang 

diperoleh dari BNNP Kalimantan Tengah menyatakan bahwa angka 

prevalensi penyalahgunaan narkoba di Provinsi Kalimantan Tengah 

mencapai 6.317-10.108 orang. Hal ini sangat memprihatinkan dan perlu 

mendapatkan perhatian seluruh komponen masyarakat untuk bergerak 

bersama melakukan pencegahan lebih lanjut. Berdasarkan sumber dari 

survei BNN-LIPI, 2019 menyatakan bahwa prevalensi penyalahgunaan 

narkoba di Kalimantan Tengah sebesar 0,70% (10.108 orang) pernah pakai 

dan 0,40% (6.317 orang) memakai pada 1 (satu) tahun terakhir. Kalimantan 

Tengah berada pada urutan 24 secara nasional, namun demikian perlu 

diantisipasi terkait cepatnya persebaran narkoba di Kalimantan Tengah 

termasuk daerah pedalaman. Pengguna narkoba jika dilihat dari jumlah 

pekerjaan dapat dilihat sebagai berikut untuk masyarakat yang tidak 

bekerja berada pada 22,34 %, pelajar dan mahasiswa berada pada 27,32 

% dan pekerja swasta dan pemerintah di angka 50,34 %. Untuk Kalimantan 

Tengah yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah daerah-daerah 

pertambangan serta daerah-daerah perkebunan. Hasil survei yang 

dilakukan oleh BNNP Kalimantan Tengah pada saat tes urine pada 

perusahaan-perusahaan di sektor pertambangan dan perkebunan angka 

yang positif cukup banyak. 

d. Potensi timbulnya konflik disebabkan kemajemukan masyarakat 

Kalimantan Tengah 

Kemajemukan masyarakat Kalimantan Tengah memberikan dua 

dampak yang berbeda sehingga perlu mendapat perhatian khusus. 

Pemerintah sebagai pihak yang mempunyai power harus dapat 

mengantisipasi kemajemukan yang berada di wilayah Kalimantan Tengah. 

Pada satu sisi, kemajemukan masyarakat akan mendorong kemajuan 



 

 Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalteng 2025 - 2029 47 
 

daerah jika masyarakat dapat berbaur dengan baik dengan segala 

kalangan dengan tidak memandang suku, agama, ras dan keturunan dari 

setiap individu yang berdiam di suatu wilayah. Selanjutnya, pada sisi lain 

kemajemukan masyakat akan menimbulkan gesekan jika toleransi dalam 

masyarakat tidak ada. Masyarakat kurang menghormati adat istiadat 

daerah setempat dan menganggap adat istiadat daerahnya yang paling 

baik. Setiap pendatang wajib menerapkan prinsip “dimana bumi dipijak, 

disitu langit dijunjung”. Untuk masyarakat asal dapat menerima pendatang 

sebagai layaknya saudara yang sama-sama berpijak di bumi Indonesia. 

Jika diperhatikan dari pemukaan kehidupan masyarakat di Kalimantan 

Tengah dalam kondisi harmonis, namun demikian sering ditemukan 

adannya konflik-konflik laten yang menyangkut antarsuku, antargama dan 

antar ras golongan. Hal ini juga dipicu kebiasaan beberapa oknum 

masyarakat yang sengaja untuk memancing kerusuhan dan menyebarkan 

berita hoaks di media sosial. Maka perlu tindakan antisipasi yang serius 

dan peningkatan peran forum-forum yang menjadi mitra Kesatuan Bangsa 

dan Politik lebih nyata.  

e. Potensi konflik yang disebabkan oleh tingginya angka kesenjangan 

ekonomi masyarakat di Kalimantan Tengah; 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, 

Kalimantan Tengah pada periode semester I Tahun 2025 untuk gini rasio 

di perkotaan menunjukkan angka 0,310 dan untuk di pedesaan gini rasio 

0,727. Secara keseluruhan gini rasio Kalimantan Tengah berada pada 

angka 0,292. Kalimantan Tengah menduduki urutan 32 dari 38 provinsi di 

Indonesia. Ketimpangan untuk daerah perkotaan lebih tinggi daripada 

pedesaaan. Hal ini dikarenakan masyarkat pedesaan lebih homogen 

daripada di perkotaan. Berdasarkan rasio gini yang menunjukkan 

ketimpangan ekonomi di Kalimantan Tengah pada periode September 

2021-Maret 2025 terus mengalami penurunan. Angka tersebut 

menunjukkan tingkat ketimpangan ekonomi yang semakin menunjukkan 

arah perbaikan. Namun demikian, jika diperhatikan konflik yang terjadi 

selama ini lebih cenderung pada konflik lahan-lahan yang dimiliki 

masyarakat dengan perusahaan juga konflik lahan dengan masyarakat 

pendatang. Hal ini yang perlu mendapatkan perhatian secara khusus dari 
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Pemerintah dan seluruh komponen terkait penyebab utama pemicu konflik 

tersebut. 

f.  Isu Terorisme dan maraknya penyebaran radikalisme di Kalimantan 

Tengah 

Terorisme dan paham radikalisme yang muncul di lingkungan kita 

menjadi suatu hal yang perleu mendapatkan perhatian serius. Isu tersebut 

menjadi ancaman bagi keamanan dan ketertiban negara serta kedamaian 

dan keutuhan NKRI. Hasil koordinasi dengan tim inteligen daerah yang 

tergabung dalam kominda didapatkan informasi bahwa masih ada indikasi 

isu teorisme di Kalimantan Tengah yang ditandai munculnya organisasi-

organisasi yang menjurus ke arah gerakan radikalisme yang bermuara 

pada terorisme. Selain itu organisasi-organisasi radikal yang telah 

dibubarkan memang secara organisasi sudah tidak ada, namun demikian 

para militasinya masih sebagian besar memegang pokok paham-paham 

yang mereka anut. Hal ini perlu diwaspadai, Berdasarkan hasil survei 

tentang Indeks Potensi Radikalisme di Kalimantan Tengah berdasarkan 

dari BNPT menyatakan bahwa angka indeks tersebut terus mengalami 

penurunan dari 2020-2024. Pada tahun 2020, IPR Kalimantan Tengah 

berada di urutan ke-4 secara nasional dengan angka 16,6 . Hal ini sangat 

mengejutkan dan mengkhawatirkan BNPT, FKPT, Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik dan Stakeholder terkait terus berupaya memberikan 

pemahaman terhadap masyarakat tentang bahaya radikalisme ini. 

Selanjutnya di tahun 2022, IPR Kalimantan Tengah berada di urutan 9 

nasional dengan angka 12,00, kemudian di tahun 2023 berada di urutan 18 

dengan angka IPR sebesar 11,8 , selanjutnya di tahun 2024 Kalimantan 

tengah berada di urutan 20 dengan angka IPR sebesar 10,7. Trend ini 

semakin bagus namun demikian tetap harus diwaspadai bersama 

munculnya radikalisme secara laten. 

g. Kondisi gedung dan bangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kalimantan Tengah masih memerlukan perbaikan  

Gedung Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi 

Kalimantan Tengah yang baru yaitu Jalan Willem As Nomor 03 Palangka 

Raya merupakan hasil tukar dengan kantor Satpol PP Provinsi Kalimantan 

Tengah yang saat ini beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 08  Palangka 

Raya. Kondisi gedung dan bangunan secara bertahap perlu dilakukan 
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perbaikan karena pada saat pertama kali bertukar posisi kantor, kondisi 

bangunan cukup tua dan beberapa tempat dapat dikatakan sedikit kurang 

layak. Alasan perpindahan waktu itu salah satunya adalah dikarenakan 

jumlah pegawai Satpol PP lebih banyak dibandingkan dengan jumlah 

pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah. 

Seiring dengan adanya perpindahan pengampuan kegiatan pembinaan 

Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) dari Dinas Pemuda dan Olahraga 

Kalimantan Tengah ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalimantan 

Tengah membuat kebutuhan akan ketersediaan gedung dan bangunan 

serta sarana dan prasarana semakin besar. Selain itu, Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik memiliki mitra-mitra kerja yaitu forum-forum yang perlu 

diberdayakan demi eksistensi dan pencapain tujuan yang diamanahkan 

melalui forum-forum tersebut. Hal yang tidak kalah penting, bahwa Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai mitra kerja Forkopimda, 

mendorong untuk kondisi Gedung terus dapat berbenah sehingga dapat 

dikatakan representatif untuk pertemuan-pertemuan yang mengundang 

mitra-mitra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik termasuk Forkopimda. 

h. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan  

Sarana dan prasarana di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kalimantan Tengah sampai saat ini masih belum memadai jika 

dibandingkan dengan tugas dan fungsi pelayanan yang diamanahkan pada 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Oleh karena itu, diharapkan adanya 

perbaikan,penggantian, dan penghapusan terhadap sarana prasarana 

yang sudah tidak dapat dimanfaatkan secara optimal serta dilakukan 

pengadaan sarana dan prasarana yang mampu membantu pelaksanaan 

kegiatan operasional Badan secara efisien, termasuk dalam mendukung 

kegiatan seperti paskibraka, inteligen dan kegiatan pemantauan lainnya. 

i.  Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia 

Kondisi sumber daya manusia sebagai pelaksana program kerja masih 

sangat terbatas, baik dari segi kuantitas maupun kualitas,sehingga 

diharapkan ke depan ada pengembangan kuantitas dan kapasitas SDM 

yang berkualitas melalui berbagai pendidikan formal maupun informal.  

j.  Dukungan anggaran belum mampu mengakomodir pelaksanaan tugas dan 

fungsi secara optimal 
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Dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Provinsi 

Kalimantan Tengah dalam program kegiatan yang mendukung target 

kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalimantan Tengah 

masih belum dapat terakomodir sepenuhnya. Beberapa anggaran sering 

terjadi pemangkasan anggaran sehingga sedikit banyak menghambat 

kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.  

k. Melemahnya ketahanan ekonomi sosial dan budaya akibat pesatnya 

pertumbuhan perekonomian dan industri menimbulkan kesenjangan dalam 

masyarakat dan memicu terjadinya potensi konflik sosial, menyebabkan 

terjadi perubahan sosial dalam masyarakat yang mengesampingkan 

toleransi dan gotong royong sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat 

dalam mengembangkan usaha mendukung ekonomi dan persoalan 

pembangunan rumah ibadah  yang memicu bentrokan antar pihak di 

daerah serta budaya asli Indonesia semakin luntur disebabkan maraknya 

budaya asing yang masuk ke Indonesia.  

l. Globalisasi saat ini membawa banyak dampak dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara, oleh karena itu perlu kewaspadaan nasional 

tentang pengaruh globalisasi baik pengaruh internal maupun eksternal. 

Dimana saat ini mulai masuknya para peneliti asing yang melakukan 

penelitian di dalam negeri.  

m. Arah kebijakan yang berhubungan dengan penanganan kasus ideologi, 

politik, ekonomi, sosial dan budaya yang berpotensi menimbulkan konflik, 

terutama pada kasus investasi perkebunan dan pertambangan. 

n. Urgensi Peningkatan kewaspadaan nasional dan daerah dianggap perlu 

terhadap permasalahan yang sensitif dan prinsip yang dapat mengganggu 

stabilitas nasional di daerah, di antaranya yang bersifat ancaman, 

tantangan, hambatan dan gangguan dapat di lakukan langkah-langkah 

preventif melalui cegah dini dan deteksi dini, kerawanan potensi timbulnya 

konflik sosial di tengah masyatakat. 

  

Berdasarkan uraian diatas, maka tantangan yang dihadapi Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal menjaga 

stabilitas politik dalam negeri tidak hanya berupa dari aspek demokrasi dan 

penyelenggaraan pemilu, akan tetapi lebih dari sekedar hal tersebut yang juga 

mencakup persoalan Ideologi, sosial, ekonomi, budaya, hingga dampak 
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globalisasi yang semakin kompleks. Maka oleh sebab itu, diperlukannya 

langkah penguatan kelembagaan, pembinaan partisipasi politik masyarakat, 

penginternalisasian nilai-nilai Pancasila, serta peningkatan kewaspadaan dini 

dan deteksi dini terhadap berbagai potensi ancaman. Dengan upaya yang 

terarah dan berkesinambungan, diharapkan kapasitas daerah dalam 

penyelenggaraan kewaspadaan dini dapat terus meningkat. Sehingga mampu 

mewujudkan stabilitas politik, ketahanan Ideologi, dan kerukunan masyarakat 

di Kalimantan Tengah. 

 

3.2. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga 

3.2.1 Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu Instansi Pemerintah 

yang memegang peranan strategis dalam menjalankan roda 

Pemerintahan Negara. Dalam menjalakan visinya yang merupakan 

poros dalam Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan 

Pelayanan Publik, Menengakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi 

Bangsa, Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan beberapa misi 

Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut : 

1. Memperkuat implementasi ideologi pancasila unuk menjaga 

kebhinekaan, persatuan dan kesatuan. Demokratisasi, serta karakter 

bangsa dan stabilitas politik dalam negeri 

2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerinthan 

dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan 

reformasi birokrasi 

3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan daerah dan desa, melalui efektifitas penyeleggaran 

desentraslisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembanunann 

nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah 

yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola 

pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan 

adminstrasi kependudukan, serta penguatan administrasi 

kewilayahan dan penyelenggaran trantibumlinmas. 

 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah 

merupakan perangkat daerah yang melaksanakan Tugas dan Fungsi 

penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. 
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Ruang lingkup kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sangat vital 

dalam membantu Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah 

menjalankan fungsinya sebagai perpanjangan tangan Pemerintah 

Pusat. Dalam hal ini, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat 

melaksanakan kewenangan desentralisasi sebagaimana diatur dalam 

kerangka konsep otonomi daerah di Indonesia. 

Sebagai kepanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Politik dan 

Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri,  Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Kalimantan Tengah melaksnakan misi pertama 

Kementerian Dalam Negeri yaitu memperkuat implementasi ideologi 

pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, 

Demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri 

melalui proram penguatan idelogi pancasila dan wawasan kebangsaan 

serta peningkatan peran partai politik dan pengembangan etika,budaya 

politik. Persatuan dan Kesatuan bangsa terus diperkuat serta 

pembangunan karakter bangsa terus ditingkatkan melalui pengamalan 

Nilai-Nilai Pancasila, UUD 1845 dan Kebhinekaan sebagai tatanan dan 

perilaku hidup bangsa dan bernegara yang merupakan hal utama yang 

ingin diwujudkan melakuin program pembangunan sebagai berikut : 

1. Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan, 

2. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan 

melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya 

politik, 

3. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi 

kemansyarakatan, 

4. Program pembinaan dan pengembangaan ketahanan ekonomi, 

sosial dan budaya, 

5. Program peningkatan kewaspdaan nasional dan peningkatan 

kualitas serta fasilitasi penanganan konflik. 

 

Dalam perkembangannya, Direktur Jenderal Politik dan 

Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan 

surat yang ditujukan kepada Gubernur/Walikota tentang dukungan 

terhadap sinkronisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Program Bidang 

Politik dan Pemerintahan Umum di Daerah pada 9 Oktober 2024.  
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Secara umum, surat tersebut berisi arahan dan instruksi kepada 

Pemerintah Daerah untuk mengoptimalisasikan dan 

mensinkronisasikan program dan kegiatan Pemerintah Pusat dan 

Daerah agar Indikator Kinerja Program (IKP) pada Ditjen Polpum 

Kementerian Dalam Negeri dapat dimasukkan ke dalam penyusunan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis, 

Rencana Kerja, dan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kalimantan Tengah. Untuk Indikator 

Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalimantan 

Tengah terdiri dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dan Indeks 

Harmoni Indonesia (IHaI). Adapun IKP yang dimaksud adalah sebagai 

berikut: 

1. Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN) 

2. Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 

3. Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik 

4. Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif 

5. Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya 

dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi 

Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 

yang Dilaksanakan. 

 

Pada Provinsi Kalimantan Tengah,  Indeks Demokrasi Indonesia 

(IDI) telah menjadi salah satu Indeks Kinerja Utama (IKU) Gubernur dan 

salah satu aspeknya menjadi indikator tujuan dan sasaran bagi 

pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalimantan 

Tengah. Hal ini yang dicantumkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan 

Tengah. Oleh karena itu, kinerja IDI Kalimantan Tengah  telah menjadi 

perhatian bersama, baik bagi Pemda Kalimantan Tengah maupun 

seluruh pemangku kepentingan yang ada di wilayah Kalimantan Tengah 

bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Tengah, 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara rutin melakukan rapat kerja 

dan Focus Group Discussion (FGD) IDI bersama Kelompok Kerja IDI 

Kalimantan Tengah. Optimalisasi peran dan fungsi Pokja IDI Kalimantan 

Tengah diharapkan dapat membawa dampak positif bagi 

pengembangan demokrasi di Kalimantan Tengah dan menjadi dasar 
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dalam perbaikan pembangunan politik dan demokrasi di Kalimantan 

Tengah. Selain IDI, Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) juga menjadi salah 

satu Indiktor Kinerja Utama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Provinsi Kalimantan Tengah. 

Sejalan dengan hal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

juga telah memberikan dukungan dalam upaya pencapaian Indeks 

Kewaspadaan Nasional (IKN) melalui kesepakatan yang dilaksanakan 

dalam Rakortekrenbang, dimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

telah menyepakati indikator outcome prioritas, dengan nomenklatur 

indikator output provinsi “Jumlah FKDM yang dibentuk” dan “Jumlah 

FKDM yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan, serta 

pelaksanaan forum koordinasi pimpinan di daerah”, dengan target 1 

FKDM di tingkat provinsi dan mendorong 1 FKDM di setiap kabupaten 

dan kota.   

Dalam rangka mengukur stabilitas sosial, keberagaman, dan 

toleransi antar kelompok di dalam masyarakat, Direktorat Jenderal 

Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri telah 

menyusun Indeks Harmoni Indonesia (IHaI). Indeks ini berfungsi 

sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi situasi sosial, serta 

sebagai dasar untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan 

perbaikan dalam mempromosikan harmoni dan persatuan di tengah 

keragaman masyarakat.  

Di wilayah Kalimantan Tengah pengukuran IHaI telah dimulai sejak 

tahun 2023, namun demikian pada tahun tersebut hanya dua kabupaten 

yang dijadikan pilot project yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur dan 

Kabupaten Kapuas. Untuk tahun 2024 pengukuran IHAI di Kalimantan 

Tengah telah dilaksanakan pada 14 Kabupaten/Kota dengan jumlah 

responden sebanyak 19.077 responden yang tersebar di seluruh 

kabupaten/kota wilayah Kalimantan Tengah.  Adapun Nilai Skor Akhir 

IHaI Kalimantan Tengah tahun 2024 adalah sebesar 6,82 (skala 1 

sampai 9) dengan kategori ”Baik”.   

 

3.2.2 Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 

Visi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dalam RPJMD 

tahun 2025-2029  adalah sebagai berikut: “Mengangkat Harkat dan 
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Martabat Masyarakat Dayak Khususnya dan Masyarakat 

Kalimantan Tengah Umumnya  (Manggatang Utus)/Dengan Spirit 

Kearifan Lokal dan Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Menuju Kalimantan Tengah Berkah/Kalimantan Tengah 

Maju/Kalimantan Tengah Bermartabat Untuk Menyambut Indonesia 

Emas 2045. 

 

3.2.3 Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 

Misi Provinsi Kalimantan Tengah 2025-2029  sebagaimana 

terdapat dalam uraian bawah ini : 

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui optimalisasi 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemanfaatan sumber daya alam 

lokal. 

2. Meningkatkan pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika 

melalui pendidikan inklusif sesuai dengan kaidah Belom Bahadat. 

3. Membangun infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk 

meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi 

berbasis lingkungan. 

4. Menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau 

bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai keadilan sosial. 

5. Memberdayakan kearifan lokal dan kebudayaan Dayak dalam 

kehidupan sosial masyarakat/tata kelola pemerintahan/serta 

kebijakan dan program untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045. 

 

Tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi 

Kalimantan Tengah yang berhubungan dengan visi dan misi Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, adalah sebagai berikut : 

Misi ke 5 “Memberdayakan kearifan lokal dan kebudayaan Dayak 

dalam kehidupan sosial masyarakat, tata kelola pemerintahan, 

serta kebijakan dan program untuk mewujudkan visi Indonesia 

Maju 2045”.  

 

Rumusan yang dapat dikaitkan dengan misi ke 5 tersebut antara lain : 

1. Belom Bahadat sebagai pedoman dalam mengatur hubungan 

manusia dengan alam sehingga mendorong kearifan lokal dalam 



 

 Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalteng 2025 - 2029 56 
 

mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam serta dalam 

kehidupan Bersama.  

2. Pemanfaatan ruang publik sehingga terpelihara suasana kerukunan 

dalam kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah yang pluralis. 

 Penguatan ketahanan daerah merupakan cara untuk menunjukkan 

bahwa daerah atau negara dalam upaya penguatan masyarakat 

(community building), pengembangan wawasan kebangsaan, dan 

pembangunan nasional harus menyasar pada aset dan modal sosial 

masyarakat. Aset dan modal sosial ini fokus pada penguatan nilai-nilai 

keagamaan, kebudayaan dan adat istiadat masyarakat lokal Kalimantan 

Tengah.  

 Community building yang dimaksud adalah sebuah pendekatan 

dalam mengatasi masalah dan menciptakan peluang pengembangan 

bagi komunitas lokal dalam mengantisipasi perubahan dan ancaman 

perubahan global. Implementasinya adalah dengan membangun 

komunitas mulai level keluarga, para keluarga saling belajar untuk saling 

bergantung dan bekerja bersama untuk hal-hal tertentu yang dapat 

menciptakan kesadaran diri yang baru terkait dengan aset mereka, baik 

kolektif maupun individual. Dalam prosesnya, kerja bersama antar 

keluarga akan menciptakan modal sosial, kekeluargaan dan 

kemanusiaan. Modal tersebut akan menyediakan landasan baru bagi 

masa depan yang lebih menjanjikan. Melalui kerja bersama tersebut, 

para keluarga yang terikat sebagai kesatuan komunitas kemudian bisa 

membangun koneksi kembali (reconnection) dengan cita-cita 

(wawasan) kebangsaan untuk menghadapi persaingan dan ancaman 

globalisasi.   

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pokok misi 5, dirumuskan :  

1. Mewujudkan penguatan kelembagaan dan pelibatan masyarakat 

lokal dalam kehidupan sosial dan tata kelola pemerintahan. 

2. Terwujudnya penguatan nilai-nilai budaya Dayak dalam berbagai 

aspek kehidupan masyarakat, baik sosial, pendidikan, kesehatan, 

hingga pemerintahan; 

3.2.4 Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 

1. Program Prioritas I 

# Kalimantan Tengah Bermartabat 
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Program Prioritas pada aspek sosial dan budaya masyarakat 

dalam meningkatkan martabat masyarakat yang dicirikan dari 

kearifan lokal, kehidupan yang harmonis dan berdampingan tanpa 

adanya konflik, dan teguh dalam mempertahankan adat istiadat serta 

kebudayaan yang berasal dari leluhur antara lain meliputi 

memperluas sosialisasi di berbagai instansi dan kalangan 

masyarakat agar menjiwai spirit “Belom Bahadat” dalam berkompetisi 

di berbagai bidang guna menumbuhkan masyarakat Kalimantan 

Tengah yang berdaya saing. 

Penyelarasan tugas dan fungsi urusan kesatuan bangsa dan 

politik dengan prioritas pembangunan Tahun 2025-2029, penguatan 

pemberian pemahaman kepada masyarakat agar dapat 

melaksanakan prinsip Belom bahadat, antara lain meliputi : 

a. Penguatan dan fasilitasi Sosialisasi Bela Negara, Penguatan 

pemahaman tentang Penanaman Nilai-nilai Ideologi Pancasila, 

Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa; 

b. Pembinaan dan peningkatan Pendidikan Politik Kebangsaan, 

Sarasehan Pendidikan Politik untuk Perempuan dan Peningkatan 

Kerjasama Legislatif; 

c. Memberikan pemahaman, keterampilan dan pelatihan politik 

untuk kader Partai Politik maupun untuk masyarakat, terutama 

dalam memenuhi kesetaraan gender baik dalam kepengurusan 

Partai Politik, Lembaga Legislatif maupun bidang lainnya. 

d. Penguatan pembinaan ruang/kesempatan kepada perempuan 

untuk berperan langsung dalam bidang politik baik dalam 

kepengurusan partai politik, lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif 

dan badan usaha milik negara/daerah. 

e. Kegiatan Dialog bagi Generasi Muda "Semangat Huma Betang, 

Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkotika, Kalimantan 

Tengah Berkah, Kalimantan Tengah Maju, Menuju Indonesia 

Emas 2045. Dialog Kebersamaan Dalam Keberagaman “Huma 

Betang Goes to Campus"; 

f. Sosialisasi Pencegahan Ekstrimisme dan Terorisme di Kalimantan 

Tengah tentang Deradikalisasi Penguatan Nilai Falsafah Huma 

Betang bagi Camat beserta perangkatnya. 
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2. Program Prioritas IV 

# Betang Cerdas  

Penjabaran Betang Cerdas, meliputi :  

a. Sekolah/Kuliah Gratis  

b. Satu Keluarga Harus Ada Sarjana  

c. 1000 Rumah Guru  

d. Insentif Guru Agama  

e. Kalimantan Tengah Mengaji  

Program Prioritas Betang Cerdas, dapat dijabarkan berdasarkan 

tugas dan fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Program 

Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ideologi Pancasila, 

Karakter Bangsa, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara. 

3. Program Prioritas VI  

# Betang Harmoni  

a. Berdayakan 100 Dewi (Desa Wisata)  

b. Rp 150 Miliar Bantuan Provinsi untuk Kabupaten Kota  

c. Rp 250 Juta Stimulus Desa  

d. Insentif Kepala Desa, BPD, Damang, Mantir, dan RT/RW se 

Provinsi Kalimantan Tengah  

e. Layanan Cepat Tanggap Kebakaran Lahan dan Bantuan Warga  

Program prioritas Betang Harmoni, dijabarkan berdasarkan 

tugas dan fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik melalui pendidikan 

politik kebangsaan, Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan 

Ekonomi, Sosial, dan Budaya melalui Pembinaan dan dialog 

organisasi kemasyarakatan atau kelembagaan yang membidangi 

kesamaan Sosial dan Budaya. 

 

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis 

Kokohnya  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  merupakan  syarat 

utama  bagi  kelangsungan  pemerintahan  dan  pembangunan  nasional. 

Upaya  dan  langkah  untuk  memelihara  persatuan  dan  kesatuan bangsa  

secara terus menerus dilakukan  sesuai dengan perkembangan situasi  yang  

dihadapi.  Keberagaman dan kemajemukan  suku bangsa dapat memiliki 

potensi  munculnya kerawanan  sosial,  politik,  dan kewilayahan  yang  dapat  

mengarah  timbulnya  konflik  sosial  yang  berdimensi horizontal  maupun  
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vertikal. Selain  kemajemukan, masih terdapat beberapa permasalahan 

lainnya yang satu sama lain  saling  mengait  seperti  implementasi  otonomi  

daerah  yang  belum  tuntas, kebijakan  publik  yang  belum  memuaskan  

masyarakat,  kesenjangan  sosial ekonomi,  serta  rendahnya  penegakan  

hukum  dan  kesadaran  hukum  yang merupakan  hambatan  yang  signifikan  

bagi  terwujudnya  pemerintahan  yang baik dan berpotensi terhadap 

disintegrasi bangsa.   

Pembangunan yang tidak merata antar daerah dapat menimbulkan 

ketimpangan dan kesenjangan. Hal ini dapat berpotensi menyebabkan konflik 

sosial dan menghambat pembangunan nasional. Membangun daerah yang 

tertinggal dan mempersempit ketimpangan antar daerah merupakan kunci 

untuk mencapai pembangunan yang inklusif. Pemerintah perlu meningkatkan 

investasi di daerah-daerah tertinggal, mengembangkan infrastruktur, dan 

meningkatkan akses ke layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. 

Berdasarkan kajian kondisi, situasi, potensi, maupun isu strategis yang 

ada di Kalimantan Tengah, dapat dirumuskan empat isu pokok yang perlu 

mendapat perhatian bersama, yaitu : 

a. Ancaman Ketenteraman dan Ketertiban Umum dari Konflik Horizontal dan 

Situasi Keamanan Global, ditandai masih terdapat sengketa lahan milik 

masyarakat dengan pihak investor; 

b. Penguatan Kerukunan Umat antar Beragama, masih terdapat 

permasalahan pendirian rumah ibadah di daerah;  

c. Tingginya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Kalimantan 

Tengah. Angka prevalensi penyalahguna narkoba di Kalimantan Tengah 

dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Data tersebut 

menunjukkan adanya peningkatan jumlah pecandu dari tahun ke tahun, 

dengan 38.981 pecandu pada tahun 2017. Selain itu, terdapat peningkatan 

jumlah kasus dan tersangka tindak pidana narkotika dari tahun ke tahun, 

dengan 188 kasus pada tahun 2023 dan 107 kasus pada periode Januari-

Juli 2024. 

d. Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, 

wawasan kebangsaan dan nasionalisme. Pesatnya kemajuan teknologi 

informasi bak dua sisi mata uang yang memiliki dampak positif dan negatif 

yang menyertainya. Pada sisi negatif, perubahan dan perkembangan 

teknologi yang semakin dinamis tidak diimbangi dengan kesadaran tiap 
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individu akan pandangan hidup yang dianut oleh bangsa Indonesia, yakni 

Pancasila. Kemajuan teknologi nyatanya telah memudarkan nilai-nilai luhur 

Pancasila yang berujung pada dekadensi moral atau pengikisan jati diri 

yang terkait dengan kemerosotan nilai-nilai keagamaan, nasionalisme, 

sosial budaya, dan juga perkembangan moralitas bangsa. Di sisi lain, 

kemajuan teknologi juga telah membawa dampak negatif berupa 

penyebaran paham radikalisme, baik radikal kanan, radikal kiri 

(komunisme), dan radikal lainnya (separatisme) yang menjadi ancaman 

bagi keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat, serta keutuhan 

NKRI. 

e. Potensi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu.  

Partisipasi politik merupakan perwujudan dari penyelenggaraan 

kekuasaan politik yang sah dan menjadi salah satu tolok ukur berjalannya 

demokrasi di suatu wilayah. Perkembangan demokratisasi dapat 

direpresentasikan melalui tingkat dan intensitas partisipasi politik yang 

dimanifestasikan dengan keterlibatan masyarakat dalam pesta demokrasi 

(Pemilu). Rendahnya tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa 

kepedulian rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam 

kegiatan demokratisasi Pemilu Legislatif tingkat Povinsi Kalimantan 

Tengah Tahun 2024 masih rendah.  

Dapat dilihat dari jumlah DPT pada Pemilu Legislatif tingkat Provinsi 

sebanyak 1.935.116 pemilih, sedangkan hasil Pemilu : 

1. Jumlah pemilih yang menyampaikan hak suaranya pada pemilihan 

umum Presiden di provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1.553.192 

suara (80,26%). 

2. Jumlah pemilih yang menyampaikan hak suaranya pada pemilihan 

umum anggota legislatif tingkat provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 

1.272.345 suara (65,75%).  

3. Jumlah pemilih yang menyampaikan hak suaranya pada pemilihan 

umum Kepala Daerah (Gubernur/Wakil Gubernur) Provinsi Kalimantan 

Tengah sebanyak 1.300.490 suara (67,20%). 

Gambaran permasalah tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 

Presiden, Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilu legislatif  masih rendah, 

hal ini mengindikasikan sikap apatisme dan kejenuhan terhadap kontestasi 

politik; bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap 
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masalah atau kegiatan kenegaraan yang dapat direfleksikan melalui sikap 

golongan putih (golput) dalam pemilu. 

 

f. Peralihan Pengampuan Paskibraka 

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 

tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda 

melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), 

Pemerintah telah melaksanakan kegiatan pembentukan Paskibraka yang 

diharapkan mampu menjadi salah satu program kepemudaan dalam 

rangka menanamkan dan meningkatkan rasa nasionalisme, cinta tanah air, 

serta semangat kebangsaan pada generasi muda, khususnya peserta didik 

tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat. Pembentukan 

Paskibraka tidak hanya disiapkan sebatas untuk menaikkan dan 

menurunkan bendera pusaka pada peringatan Hari Ulang Tahun 

Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi menjadi suatu program 

pengkaderan calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila. 

Di lingkup Provinsi Kalimantan Tengah, kegiatan pembentukan 

Paskibra dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga yang merupakan 

salah, Namun demikian, Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 

tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2023 mengamanatkan bahwa pelaksanaan kegiatan dan 

dukungan pendanaan program Paskibraka akan dianggarkan pada SKPD 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, yakni Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik. 

Peralihan pengampuan tersebut menjadi suatu tantangan besar bagi 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, mengingat program pembentukan 

Paskibraka merupakan suatu kegiatan yang kompleks dengan sistem 

80,26 

67,20 

65,75 

PERSENTASE HASIL PEMILU TAHUN 2024 

Pemilu Umum Presiden RI

Pemilu Umum Gubernur Kalteng

Pemilu Legislatif DPRD Provinsi
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pembinaan dalam pemusatan pendidikan dan pelatihan yang terdiri dari 

pembelajaran aktif ideologi Pancasila dan pemantapan nilai wawasan 

kebangsaan, pelatihan kepemimpinan dan pelatihan baris-berbaris, serta 

pengasuhan untuk membentuk generasi yang tangguh, mandiri, dan 

berkarakter Pancasila.  

 

g. Keberagaman masyarakat  menuntut  adanya  toleransi,  harmonisasi, dan  

kerukunan,  sehingga  dapat  tercipta  ketentraman  dan  ketertiban, 

dibutuhkan  keterlibatan  dan  kemitraan antara pemerintah daerah dan 

seluruh masyarakat. Pemberdayaan atau penguatan kelompok-kelompok 

masyarakat bagi pencegahan atau peningkatan kecepatan 

penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan perlu dilakukan secara 

terpadu.   

Nilai-nilai  budaya,  agama,  dan  falsafah  NKRI  menjadi  pilar  yang  

menopang  kehidupan bermasyarakat.  Penghayatan  dan  pengamalan  

nilai-nilai  tersebut  diharapkan  dapat  dilakukan sejak  usia  dini  baik  di  

lingkungan  formal  seperti  sekolah  maupun  informal.  Dengan  demikian 

masyarakat  Kalimantan  Tengah  tidak  saja  dibangun  secara  fisik  namun  

juga  batin  dan rohaninya untuk menjadi manusia yang berdaya saing. 
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BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

 

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi 

Kalimantan Tengah 2025-2029, diamanatkan bahwa Mewujudkan penguatan 

kelembagaan dan pelibatan masyarakat lokal dalam kehidupan sosial dan tata 

kelola pemerintahan, menjadi prioritas dalam visi dan misi Gubernur Kalimantan 

Tengah pada periode 2025-2029. Dari misi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Provinsi Kalimantan Tengah akan berkontribusi pada ketercapaian misi ke-

5 Gubernur Kalimantan Tengah, dalam memberikan layanan kepada masyarakat. 

Selanjutnya, dukungan atas ketercapaian misi tersebut akan dimanifestasikan 

melalui upaya pemenuhan tujuan kesatu Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah, 

yakni “Terwujudnya penguatan nilai-nilai budaya Dayak dalam berbagai aspek 

kehidupan masyarakat, baik sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemerintahan” 

yang akan diimplementasikan dalam  Program Peningkatan Kualitas Demokrasi 

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Pencapaian tujuan dan sasaran 

tersebut akan diukur menggunakan indikator kinerja berupa Indeks Demokrasi 

Indonesia Kalimantan Tengah yang secara rinci ditargetkan sebagai berikut: Tabel 

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 . 

Berdasarkan evaluasi Indek Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2023, ada 

peningkatan nilai skor Indek Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan 

Tengah dengan kategori Sedang (Skor 77,57). Nilai pada variabel Indek Demokrasi 

Indonesia (IDI) dilakukan pengukuran, hanya aspek lembaga demokrasi yang 

mengalami peningkatan, sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan nilai 

ketiga aspek tersebut untuk mencapai peningkatan nilai Indek Demokrasi 

Indonesia (IDI) secara keseluruhan. 

Variabel pengukuran indek Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi 

Kalimantan Tengah, meliputi : 

1. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan 

berpendapat oleh aparat negara mendapat nilai 89,98; 

2. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan 

berpendapat antar masyarakat mendapat nilai 74,95; 

3. Terjaminnya kebebasan berkeyakinan nilai 100. 
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4. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, 

berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan mendapat nilai 

86,67; 

5. Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu, mendapat nilai 48,67; 

6. Pemenuhan hak-hak pekerja nilai 82,67. 

7. Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya nilai 81,05. 

8. Kesetaraan Gender mendapat nilai 100; 

9. Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui 

lembaga perwakilan nilai 100. 

10. Anti monopoli sumber daya ekonomi nilai 60,83 

11. Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan social nilai 57,55. 

12. Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah nilai 95,90. 

13. Akses masyarakat terhadap informasi publik nilai 80,53. 

14. Kesetaraan dalam pelayanan dasar nilai 68,96. 

15. Kinerja Lembaga legislatif mendapat nilai 52,94; 

16. Kinerja lembaga yudikatif  nilai 88,70. 

17. Netralitas penyelenggara pemilu mendapat nilai 93,33; 

18. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat 

pemerintah nilai 80,00. 

19. Jaminan pemerintah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup 

masyarakat nilai 75,17. 

20. Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh 

pemerintah nilai 100 

21. Kinerja Birokrasi dalam pelayanan publik nilai 49,09. 

22. Pendidikan politik pada kader partai politik, mendapat nilai 49,09. 

 

Dari 22 (dua puluh dua) variabel di atas, sebanyak 5 (lima) indikator yang 

ada dalam variabel menjadi acuan dalam pengukuran dan pelaksanaan 

kinerja program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi 

Kalimantan Tengah, yakni: 

1. Indikator Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, 

dan berpendapat antar masyarakat sebagai acuan dalam  Program 

Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan; 

2. Indikator Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk 

seluruh kelompok masyarakat sebagai acuan dalam pengukuran kinerja 
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Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan 

Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya 

Politik; 

3. Indikator Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, 

berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan sebagai acuan 

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi 

Kemasyarakatan; 

4. Indikator Terjaminnya kebebasan berkeyakinan sebagai acuan dalam 

Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, 

dan Budaya; dan  

5. Indikator Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, 

dan berpendapat oleh aparat negara sebagai acuan dalam Program 

Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan 

Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial. 

 

Belum optimalnya pembinaan organisasi kemasyarakatan, terutama 

untuk penguatan ideologi, karakter dan wawasan kebangsaan, revolusi 

mental, kewaspadaan nasional, penanganan konflik dan pendidikan politik 

dalam negeri. Mahalnya biaya politik untuk mendanai kegiatan Partai Politik 

dan Pemilu/Pilkada, menuntut adanya kenaikan kembali bantuan keuangan 

Partai Politik, selain itu masih kurangnya juga upaya peningkatan kapasitas 

Partai Politik dalam berbagai bentuk kegiatan yang lebih menjamin 

kemandirian Partai Politik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam 

upaya peningkatan kualitas demokrasi, nilai demokrasi yang diidentikkan 

dengan nilai kebebasan menentukan pilihan, pada kenyataannya hanya 

berkembang dalam ritual dan seremonial di sebagian besar kalangan untuk 

hadir memberikan suara pada saat pemilihan umum. 

Memperhatikan aspek-aspek tersebut, maka tujuan dan sasaran jangka 

menengah pelayanan perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Provinsi Kalimantan Tengah selama 5 tahun ke depan sebagaimana tabel T-

C.25.
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Tabel T-C.25. 

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 
 

NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 
TUJUAN SASARAN INDIKATOR BASELINE 

2024 

TARGET TAHUN 
KET 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) 

1.05.8.01.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Keterlibatan dan 
partisipasi 
aktif masyarakat Dayak 
dalam tata kelola 
pemerintahan dan 
kehidupan sosial 
masyarakat  

Mewujudkan penguatan 
kelembagaan dan pelibatan 
masyarakat lokal dalam 
kehidupan sosial dan tata 
kelola pemerintahan 
  

  
  

Indeks Demokrasi 
Indonesia (indeks) 

77.57 78.2 78.4 78.6 78.8 79 79.2   

Indeks Harmoni 
Indonesia (Indeks)  

6.82 6.82 6.85 6.9 6.95 7 7   

    Meningkatnya Kapasitas Daerah 
Dalam Penyelenggaraan 
Kewaspadaan Dini  

Indeks 
Kewaspadaan 
Nasional (Nilai) 

65 65 68 69 70 71 72   

    Meningkatnya Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintahan 
(SAKIP)  

Nilai Sistem 
Akuntabilitas Kinerja 
Instansi 
Pemerintahan 
(SAKIP) (Angka) 

68.2 68.4 68.6 68.8 69 69.2 69.4   

    Meningkatnya kesadaran 
masyarakat akan Ideologi 
Pancasila dan karakter 
kebangsaan 
  

Cakupan Penguatan 
Ideologi Pancasila 
dan Karakter 
Kebangsaan 
(Persentase) 

80 80 82 84 86 88 90   

    Meningkatnya etika dan budaya 
politik 

Persentase 
Pendidikan Politik 
pada Kader Partai 
Politik (Persentase)  

70 72 75 78 80 82 85   
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NSPK DAN SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 
TUJUAN SASARAN INDIKATOR BASELINE 

2024 

TARGET TAHUN 
KET 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) 
    Meningkatnya Pemberdayaan 

dan Kinerja Organisasi 
Kemasyarakatan  

Persentase 
Organisasi 
Kemasyarakatan 
yang Aktif 
(Persentase) 

65 65 65.5 66 66.5 67 67,5   

    Meningkatnya ketahanan 
ekonomi, sosial, dan budaya 
masyarakat 

Persentase 
Kebijakan di Bidang 
Ketahanan Ekonomi, 
Sosial, Budaya dan 
Fasilitasi 
Pencegahan 
Penyalagunaan 
Narkotika, Fasilitasi 
Kerukunan Umat 
Beragama dan 
Penghayat 
Kepercayaan di 
Daerah yang 
Dilaksanakan 
(Persentase) 

70 70 72 74 76 78 80   
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BAB V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan 

Strategi dan arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Provinsi Kalimantan Tengah didasarkan pada strategi dan kebijakan 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum di dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. 

Untuk menjamin dan mendukung pelaksanaan berbagai upaya di bidang 

Kesatuan Bangsa Dan Politik yang dianggap prioritas dan mempunyai daya 

ungkit besar di dalam pencapaian hasil pembangunan, dilakukan upaya 

secara terintegrasi. 

Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan 

Tengah 2025-2029  adalah mewujudkan penguatan nilai-nilai budaya Dayak 

dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat baik Sosial, Pendidikan, 

Kesehatan, hingga Pemerintahan. Untuk melakukan strategi tersebut maka 

upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut  : 

1. Meningkatkan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan kewaspadaan 

dini. 

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan Ideologi Pancasila dan 

karakter kebangsaan. 

3. Meningkatnya etika dan budaya politik. 

4. Meningkatnya Pemberdayaan dan Kinerja Organisasi Kemasyarakatan. 

5. Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. 
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Tabel 5.2. 

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI & KEBIJAKAN 

VISI  :  
Mengangkat Harkat dan Martabat Masyarakat Dayak Khususnya dan Masyarakat Kalimantan Tengah Umumnya  (Manggatang Utus), 
Dengan Spirit Kearifan Lokal dan Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Menuju Kalimantan Tengah Berkah, Kalimantan Tengah 
Maju, Kalimantan Tengah Bermartabat Untuk Menyambut Indonesia Emas 2045 

Misi 5  :   
Memberdayakan kearifan lokal dan kebudayaan Dayak dalam kehidupan sosial masyarakat, tata kelola pemerintahan, serta kebijakan 
dan program untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045 

 
No. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

1. Mewujudkan penguatan 
kelembagaan dan pelibatan 
masyarakat lokal dalam 
kehidupan sosial dan tata 
kelola pemerintahan 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

Meningkatnya Kapasitas 
Daerah Dalam 
Penyelenggaraan 
Kewaspadaan Dini 

Peningkatan kewaspadaan 
nasional dan peningkatan 
kualitas dan fasilitasi 
penanganan konflik sosial 

1. Indentifikasi daerah rawan konflik 
2. Rapat tim FKDM 
3. Penanganan gangguan 

Keamanan Daerah (Rakor FGD 
Penanganan Konflik Sosial) 

4. Rapat Tim Terpadu PKS 
5. Rapat RAD PKS 
6. Kegiatan FGD pencegahan 

ekstrimisme lingkup pendidikan 
7. Bimtek Deteksi Dini dan cegah 

dini 
8. Pengendalian dan Penagawasan 

Orang Asing 
9. Rakor Tim Pengawasan Orang 

Asing 
10. Fasilitasi Forkopimda 

  Meningkatnya ketahanan 
ekonomi, sosial, dan 
budaya masyarakat 

Pembinaan dan 
pengembangan ketahanan 
ekonomi, sosial, dan 
budaya 

1. Rapat Koordinasi /Penguatan 
Aparatur Kesatuan Bangsa dan 
Politik di bidang Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama 
dan P4GN. 

2. FGD Tim Terpadi P4GN / 
Fasilitasi P4GN. Implementasi 
Perda 

3. Sosialisasi P4GN. 
4. Hibah FKUB 
5. Dialog / Silahturahmi Kerukunan 

Umat Beragama antar Komponen 
Masyarakat di Kab / Kota. 

  Meningkatnya kesadaran 
masyarakat akan Ideologi 
Pancasila dan karakter 

Penguatan ideologi 
Pancasila dan karakter 
kebangsaan. 

1. Rakor FPK. 
2. Sosialisasi Perda Pancasila dan 

Wawasan Kebangsaan. 
3. Sosialisasi yang dilaksanakan 

FPK, Kegiatan Pusat. 
4. Pendidikan Wawasan 

Kebangsaan. 
5. Paskibraka (Seleksi, 

Pengukuhan, Penugasan). 
6. Sosialisasi Pusat Pendidikan 

Wawasan Kebangsaan. 
7. Sosialisasi Forum Pembauran 

Kebangsaan kepada masyarakat. 
8. Gerakan Nasional Hari Bela 

Negara (Upacara). 
9. Hari Lahir Pancasila (Upacara). 
10. Sosialisasi Pembinaan Karakter 

Ideologi Pancasila. 
11. Ikrar Bersama Anak Bangsa 

dalam Hari Sumpah Pemuda. 

  Meningkatnya etika dan 
budaya politik 

Peningkatan peran partai 
politik dan Lembaga 
Pendidikan melalui 
Pendidikan politik dan 
pengembangan etika serta 
budaya politik. 

1. Tim Pokja IDI Rapat Tim Pokja. 
2. Sarasehan Pendidikan Politik 

Perempuan (Kesetaraan Gender). 
3. Pendidikan PolitikKebangsaan 

FUN. 
4. Pendidikan Politik bagi 

Perempuan untuk pengurus. 
5. Parpol Provinsi. 
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No. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

6. Hibah Partai Politik. 
7. Verifikasi kelengkapan berkas 

proposal Bantuan Parpol. 
8. Sosialisasi Laporan Pertanggung 

Jawaban Bantuan Keuangan 
Parpol. 

  Meningkatnya 
Pemberdayaan 
dan Kinerja Organisasi 
Kemasyarakatan 

Peningkatan 
Pemberdayaan Ormas, 
LSM, OKP 

1. Rapat Kerja Penguatan Aparatur 
Kesatuan Bangsa dan Politik 
Bidang. 

2. Pelayanan Tata Kelola Ormas 
3. FGD Tim Terpadu Pengawasan 

Ormas. 
4. Sosialisasi Penguatan 

Kelembagaan Ormas. 
5. Dialog/Silahturahmi antar 

Komponen Masyarakat, Toga dan 
Todat, Ormas. 

  Meningkatnya 
Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintahan 
(SAKIP) 

Optimaliasi Akuntabilitas 
Kinerja Instansi 
Pemerintahan (SAKIP) 

Penyelarasan Indikator Kinerja 
Utama dan Indikator Kinerja 
Program 
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 
 

Program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh 

perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran 

RPJMD serta untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah 

dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan 

yang dipilih. Program yang sudah disusun merupakan pelaksanaan dari urusan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah untuk periode lima tahun 

(2025-2029). Masing-masing program dilengkapi dengan target indikator kinerja 

untuk menunjukkan tingkat capaian rencana pembangunan akan dicapai. 

Berdasarkan Isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah 

Kebijakan yang telah dirumuskan maka Rencana Program dan kegiatan tahun 

2025-2029 adalah sebagai berikut : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi 

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah 

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah 

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 

Sasaran : 

Meningkatnya Kesadaraan Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter 

Kebangsaan 

a. Penyusunan program kerja di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela 

Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika 

dan sejarah 

b. Perumusan kebijakan teknis di bidang Ideologi wawasan kebangsaan, Bela 

Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika 

dan Sejarah. 

c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela 

Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika 

dan Sejarah. 
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d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela 

Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika 

dan Sejarah. 

e. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi 

Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran 

Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah. 

f. Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan 

Kesadaraan Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan 

Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan. 

g. Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila 

h. Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka 

i. Pelaksanaan tugas Paskibaraka 

j. Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila 

k. Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila 

l. Pembentukan Paskibraka 

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui 

Pendidikan Partai Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya politik 

Sasaran : 

Meningkatnya Etika dan Budaya Politik 

a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya 

Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, 

Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala 

Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 

b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, 

Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan 

Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan 

Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 

c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, 

Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, 

Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala 

Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 

d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, 

Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, 

Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala 

Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 
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e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan 

Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi 

Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan 

Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 

di Daerah 

4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 

Sasaran : 

Meningkatkatnya Pemberdayaan dan Kinerja Organisasi Kemasyarakatan 

a. Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan 

Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan 

Ormas Asing di Daerah 

b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, 

Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, 

Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 

c. Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan 

Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan 

Ormas Asing di Daerah 

d. Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan 

Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan 

Ormas Asing di Daerah 

e. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran 

Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, 

Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanaan Ekonomi, Sosial, dan 

Budaya 

Sasaran : 

Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosisal, dan Budaya Masyarakat 

a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya 

dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan 

Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 

b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, 

Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, 

Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di 

Daerah 
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c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan 

Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan 

Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 

d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya 

dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan 

Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 

e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan 

Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan 

Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat 

Kepercayaan di Daerah 

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan 

Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 

Sasaran : 

Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini 

f. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama 

Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga 

Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan 

Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 

g. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, 

Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan 

Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi 

Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 

h. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, 

Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, 

Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang 

Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 

i. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama 

Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga 

Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan 

Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 

j. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan 

Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing 

dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi 

Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 

k. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi 
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Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan 

lokasi serta pendanaan indikatif secara lengkap disajikan dalam tabel T-C.26 

berikut : 
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Tabel T-C.26 

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN 
BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 
BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME / 
OUTPUT 

BASELIN
E TAHUN 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 
PERANGKAT 

DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 
TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 
8.01 -  KESATUAN 
BANGSA DAN POLITIK 

      32.566.509.985,
00 

  33.004.332.454,
10 

  34.349.418.346,
23 

  35.860.579.435,
04 

  37.614.371.844,
25 

    

8.01.01 - PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI 

      14.582.703.295,
00 

  14.778.752.400,
83 

  15.381.057.912,
86 

  16.057.728.940,
83 

  16.843.045.953,
81 

    

Meningkatnya efektivitas, 
efisiensi, dan akuntabilitas 
pelaksanaan tugas 
perangkat daerah 

Nilai Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah 
(LAKIP) (poin) 

68.2 68.6 14.582.703.295,
00 

68.8 14.778.752.400,
83 

69 15.381.057.912,
86 

69.2 16.057.728.940,
83 

69.4 16.843.045.953,
81 

1.05.8.01.0.00.01.00
00 - Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik 

  

8.01.01.1.01 - 
Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

      228.929.000,00   228.929.000,00   235.000.000,00   235.000.000,00   250.000.000,00     

Dokumen Perencanaan, 
Penganggaran dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Jumlah Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

4 4 228.929.000,00 4 228.929.000,00 4 235.000.000,00 4 235.000.000,00 4 250.000.000,00     

  Jumlah Laporan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

1 1   1   1   1   1       

  Jumlah Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

2 2   2   2   2   2       

  Jumlah Dokumen RKA-SKPD 
dan Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD 

1 1   1   1   1   1       

  Jumlah Dokumen Perubahan 
DPA-SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perubahan DPA-
SKPD 

1 1   1   1   1   1       
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BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME / 
OUTPUT 

BASELIN
E TAHUN 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 
PERANGKAT 

DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 
TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 
  Jumlah Dokumen Perubahan 

RKA-SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perubahan RKA-
SKPD 

1 1   1   1   1   1       

  Jumlah Dokumen DPA-SKPD 
dan Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen DPA-
SKPD 

1 1   1   1   1   1       

8.01.01.1.01.0001 - 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

      25.000.000,00   25.000.000,00   25.000.000,00   25.000.000,00   25.000.000,00     

Tersusunnya Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

2 2 25.000.000,00 2 25.000.000,00 2 25.000.000,00 2 25.000.000,00 2 25.000.000,00     

8.01.01.1.01.0002 - 
Koordinasi dan 
Penyusunan Dokumen 
RKA- SKPD 

      10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00     

Tersedianya Dokumen 
RKA-SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen 
RKA-SKPD 

Jumlah Dokumen RKA-SKPD 
dan Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD 

1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00     

8.01.01.1.01.0003 - 
Koordinasi dan 
Penyusunan Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD 

      15.000.000,00   15.000.000,00   15.000.000,00   15.000.000,00   15.000.000,00     

Tersedianya Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD 

Jumlah Dokumen Perubahan 
RKA-SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perubahan RKA-
SKPD 

1 1 15.000.000,00 1 15.000.000,00 1 15.000.000,00 1 15.000.000,00 1 15.000.000,00     

8.01.01.1.01.0004 - 
Koordinasi dan 
Penyusunan DPA-SKPD 

      10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00     

Tersedianya Dokumen 
DPA-SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen 
DPA-SKPD 

Jumlah Dokumen DPA-SKPD 
dan Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen DPA-
SKPD 

1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00     

8.01.01.1.01.0005 - 
Koordinasi dan 
Penyusunan Perubahan 
DPA- SKPD 

      15.000.000,00   15.000.000,00   15.000.000,00   15.000.000,00   15.000.000,00     

Tersedianya Dokumen 
Perubahan DPA-SKPD dan 

Jumlah Dokumen Perubahan 
DPA-SKPD dan Laporan Hasil 

1 1 15.000.000,00 1 15.000.000,00 1 15.000.000,00 1 15.000.000,00 1 15.000.000,00     
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BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME / 
OUTPUT 

BASELIN
E TAHUN 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 
PERANGKAT 

DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 
TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 
Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen 
Perubahan DPA-SKPD 

Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perubahan DPA-
SKPD 

8.01.01.1.01.0006 - 
Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

      10.000.000,00   10.000.000,00   15.000.000,00   15.000.000,00   15.000.000,00     

Tersedianya Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

Jumlah Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

4 4 10.000.000,00 4 10.000.000,00 4 15.000.000,00 4 15.000.000,00 4 15.000.000,00     

8.01.01.1.01.0007 - 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

      143.929.000,00   143.929.000,00   145.000.000,00   145.000.000,00   160.000.000,00     

Terlaksananya Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

Jumlah Laporan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

1 1 143.929.000,00 1 143.929.000,00 1 145.000.000,00 1 145.000.000,00 1 160.000.000,00     

8.01.01.1.02 - Administrasi 
Keuangan Perangkat 
Daerah 

      8.048.486.295,0
0 

  8.264.991.269,1
0 

  8.285.867.295,0
0 

  8.457.986.293,8
3 

  8.666.045.953,8
1 

    

Dokumen Penatausahaan 
dan Verifikasi Keuangan 
SKPD, Dokumen 
Pembayaran Gaji dan 
Tunjangan ASN, Dokumen 
SPJ,Laporan Keuangan 

Jumlah Laporan Keuangan 
Akhir Tahun SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD 

1 1 8.048.486.295,0
0 

1 8.264.991.269,1
0 

1 8.285.867.295,0
0 

1 8.457.986.293,8
3 

1 8.666.045.953,8
1 

    

  Jumlah Dokumen Hasil 
Koordinasi dan Pelaksanaan 
Akuntansi SKPD 

1 1   1   1   1   1       

  Jumlah Dokumen Bahan 
Tanggapan Pemeriksaan dan 
Tindak Lanjut Pemeriksaan 

1 1   1   1   1   1       

  Jumlah Dokumen 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

12 12   12   12   12   12       

  Jumlah Orang yang Menerima 
Gaji dan Tunjangan ASN 

37 48   48   48   48   48       

  Jumlah Laporan Keuangan 
Bulanan/ 
Triwulanan/Semesteran 
SKPD dan Laporan Koordinasi 
Penyusunan Laporan 

12 12   12   12   12   12       
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BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME / 
OUTPUT 

BASELIN
E TAHUN 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 
PERANGKAT 

DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 
TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 
Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semester
an SKPD 

8.01.01.1.02.0001 - 
Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

      7.861.986.295,0
0 

  8.076.491.269,1
0 

  8.089.867.295,0
0 

  8.261.986.293,8
3 

  8.466.045.953,8
1 

    

Tersedianya Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Jumlah Orang yang Menerima 
Gaji dan Tunjangan ASN 

37 48 7.861.986.295,0
0 

48 8.076.491.269,1
0 

48 8.089.867.295,0
0 

48 8.261.986.293,8
3 

48 8.466.045.953,8
1 

    

8.01.01.1.02.0003 - 
Pelaksanaan 
Penatausahaan dan 
Pengujian/ Verifikasi 
Keuangan SKPD 

      160.500.000,00   160.500.000,00   161.000.000,00   161.000.000,00   170.000.000,00     

Terlaksananya 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

Jumlah Dokumen 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

12 12 160.500.000,00 12 160.500.000,00 12 161.000.000,00 12 161.000.000,00 12 170.000.000,00     

8.01.01.1.02.0004 - 
Koordinasi dan 
Pelaksanaan Akuntansi 
SKPD 

      5.000.000,00   5.000.000,00   5.000.000,00   5.000.000,00   5.000.000,00     

Terlaksananya Koordinasi 
dan Pelaksanaan Akuntansi 
SKPD 

Jumlah Dokumen Hasil 
Koordinasi dan Pelaksanaan 
Akuntansi SKPD 

1 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00     

8.01.01.1.02.0005 - 
Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun 
SKPD 

      8.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00     

Tersedianya Laporan 
Keuangan Akhir Tahun 
SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Laporan Keuangan Akhir 
Tahun SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan 
Akhir Tahun SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD 

1 1 8.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00     

8.01.01.1.02.0006 - 
Pengelolaan dan 
Penyiapan Bahan 
Tanggapan Pemeriksaan 

      5.000.000,00   5.000.000,00   5.000.000,00   5.000.000,00   5.000.000,00     

Tersedianya Dokumen 
Bahan Tanggapan 
Pemeriksaan dan Tindak 
Lanjut Pemeriksaan 

Jumlah Dokumen Bahan 
Tanggapan Pemeriksaan dan 
Tindak Lanjut Pemeriksaan 

1 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00     

8.01.01.1.02.0007 - 
Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Bulanan/ 

      8.000.000,00   8.000.000,00   15.000.000,00   15.000.000,00   10.000.000,00     
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BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME / 
OUTPUT 

BASELIN
E TAHUN 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 
PERANGKAT 

DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 
TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 
Triwulanan/Semesteran 
SKPD 
Tersedianya Laporan 
Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/SemesteranSK
PD dan Laporan Koordinasi 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/Semesteran 
SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan 
Bulanan/ 
Triwulanan/Semesteran 
SKPD dan Laporan Koordinasi 
Penyusunan Laporan 
Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semester
an SKPD 

12 12 8.000.000,00 12 8.000.000,00 12 15.000.000,00 12 15.000.000,00 12 10.000.000,00     

8.01.01.1.03 - Administrasi 
Barang Milik Daerah pada 
Perangkat Daerah 

      30.000.000,00   30.000.000,00   50.000.000,00   50.000.000,00   80.000.000,00     

Dokumen Administrasi 
Barang Milik Daerah 

Jumlah Dokumen 
Pengamanan Barang Milik 
Daerah SKPD 

1 1 30.000.000,00 1 30.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 80.000.000,00     

  Jumlah Laporan 
Penatausahaan Barang Milik 
Daerah pada SKPD 

4 4   4   4   4   4       

8.01.01.1.03.0002 - 
Pengamanan Barang Milik 
Daerah SKPD 

      10.000.000,00   10.000.000,00   20.000.000,00   20.000.000,00   20.000.000,00     

Terlaksananya 
Pengamanan Barang Milik 
Daerah SKPD 

Jumlah Dokumen 
Pengamanan Barang Milik 
Daerah SKPD 

1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 20.000.000,00 1 20.000.000,00 1 20.000.000,00     

8.01.01.1.03.0006 - 
Penatausahaan Barang 
Milik Daerah pada 
SKPD 

      20.000.000,00   20.000.000,00   30.000.000,00   30.000.000,00   60.000.000,00     

Terlaksananya 
Penatausahaan Barang 
Milik Daerah pada SKPD 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan Barang Milik 
Daerah pada SKPD 

4 4 20.000.000,00 4 20.000.000,00 4 30.000.000,00 4 30.000.000,00 4 60.000.000,00     

8.01.01.1.05 - Administrasi 
Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

      217.000.000,00   219.000.000,00   235.000.000,00   235.000.000,00   335.000.000,00     

Dokumen Administrasi 
Kepegawaian 

Jumlah Dokumen Pendataan 
dan Pengolahan Administrasi 
Kepegawaian 

1 1 217.000.000,00 1 219.000.000,00 1 235.000.000,00 1 235.000.000,00 1 335.000.000,00     

  Jumlah Dokumen Monitoring, 
Evaluasi, dan Penilaian 
Kinerja Pegawai 

1 1   1   1   1   1       

  Jumlah Unit Peningkatan 
Sarana dan Prasarana Disiplin 
Pegawai 

1 1   1   1   1   1       

  Jumlah Paket Pakaian Dinas 
Beserta Atribut Kelengkapan  

1 1   1   1   1   1       
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BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME / 
OUTPUT 

BASELIN
E TAHUN 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 
PERANGKAT 

DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 
TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 
8.01.01.1.05.0001 - 
Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Disiplin 
Pegawai 

      15.000.000,00   15.000.000,00   15.000.000,00   15.000.000,00   15.000.000,00     

Tersedianya Unit 
Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Disiplin Pegawai 

Jumlah Unit Peningkatan 
Sarana dan Prasarana Disiplin 
Pegawai 

1 1 15.000.000,00 1 15.000.000,00 1 15.000.000,00 1 15.000.000,00 1 15.000.000,00     

8.01.01.1.05.0002 - 
Pengadaan Pakaian Dinas 
Beserta Atribut 
Kelengkapannya 

      88.000.000,00   90.000.000,00   100.000.000,00   100.000.000,00   120.000.000,00     

Tersedianya Pakaian Dinas 
Beserta Atribut 
Kelengkapan  

Jumlah Paket Pakaian Dinas 
Beserta Atribut Kelengkapan  

1 1 88.000.000,00 1 90.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 120.000.000,00     

8.01.01.1.05.0003 - 
Pendataan dan Pengolahan 
Administrasi Kepegawaian 

      54.000.000,00   54.000.000,00   60.000.000,00   60.000.000,00   100.000.000,00     

Terlaksananya Pendataan 
dan Pengolahan 
Administrasi Kepegawaian 

Jumlah Dokumen Pendataan 
dan Pengolahan Administrasi 
Kepegawaian 

1 1 54.000.000,00 1 54.000.000,00 1 60.000.000,00 1 60.000.000,00 1 100.000.000,00     

8.01.01.1.05.0005 - 
Monitoring, Evaluasi, dan 
Penilaian Kinerja 
Pegawai 

      60.000.000,00   60.000.000,00   60.000.000,00   60.000.000,00   100.000.000,00     

Terlaksananya Monitoring, 
Evaluasi, dan Penilaian 
Kinerja Pegawai 

Jumlah Dokumen Monitoring, 
Evaluasi, dan Penilaian 
Kinerja Pegawai 

1 1 60.000.000,00 1 60.000.000,00 1 60.000.000,00 1 60.000.000,00 1 100.000.000,00     

8.01.01.1.06 - Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

      1.361.369.000,0
0 

  1.331.713.131,7
3 

  1.617.771.617,8
6 

  1.617.771.617,8
6 

  1.745.000.000,0
0 

    

Dokumen Administrasi 
Umum Kantor 

Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

1 1 1.361.369.000,0
0 

1 1.331.713.131,7
3 

1 1.617.771.617,8
6 

1 1.617.771.617,8
6 

1 1.745.000.000,0
0 

    

  Jumlah Dokumen Bahan 
Bacaan dan Peraturan 
Perundang-Undangan yang 
Disediakan 

1 1   1   1   1   1       

  Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

  12   12   12   12   12       

  Jumlah Paket Barang Cetakan 
dan Penggandaan yang 
Disediakan 

1 1   1   1   1   1       

  Jumlah Paket Komponen 
Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor yang 
Disediakan 

  1   1   1   1   1       
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BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME / 
OUTPUT 

BASELIN
E TAHUN 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 
PERANGKAT 

DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 
TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 
8.01.01.1.06.0001 - 
Penyediaan Komponen 
Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

      120.546.000,00   120.546.000,00   130.000.000,00   130.000.000,00   150.000.000,00     

Tersedianya Komponen 
Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Jumlah Paket Komponen 
Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor yang 
Disediakan 

  1 120.546.000,00 1 120.546.000,00 1 130.000.000,00 1 130.000.000,00 1 150.000.000,00     

8.01.01.1.06.0002 - 
Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

      75.000.000,00   75.000.000,00   75.000.000,00   75.000.000,00   80.000.000,00     

Tersedianya Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

1 1 75.000.000,00 1 75.000.000,00 1 75.000.000,00 1 75.000.000,00 1 80.000.000,00     

8.01.01.1.06.0005 - 
Penyediaan Barang 
Cetakan dan Penggandaan 

      85.000.000,00   85.000.000,00   90.000.000,00   90.000.000,00   100.000.000,00     

Tersedianya Barang 
Cetakan dan Penggandaan 

Jumlah Paket Barang Cetakan 
dan Penggandaan yang 
Disediakan 

1 1 85.000.000,00 1 85.000.000,00 1 90.000.000,00 1 90.000.000,00 1 100.000.000,00     

8.01.01.1.06.0006 - 
Penyediaan Bahan Bacaan 
dan Peraturan 
perundang-Undangan 

      10.162.000,00   12.000.000,00   13.000.000,00   13.000.000,00   15.000.000,00     

Tersedianya Bahan Bacaan 
dan Peraturan Perundang-
Undangan 

Jumlah Dokumen Bahan 
Bacaan dan Peraturan 
Perundang-Undangan yang 
Disediakan 

1 1 10.162.000,00 1 12.000.000,00 1 13.000.000,00 1 13.000.000,00 1 15.000.000,00     

8.01.01.1.06.0009 - 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

      1.070.661.000,0
0 

  1.039.167.131,7
3 

  1.309.771.617,8
6 

  1.309.771.617,8
6 

  1.400.000.000,0
0 

    

Terlaksananya 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

  12 1.070.661.000,0
0 

12 1.039.167.131,7
3 

12 1.309.771.617,8
6 

12 1.309.771.617,8
6 

12 1.400.000.000,0
0 

    

8.01.01.1.07 - Pengadaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

      1.206.640.000,0
0 

  1.206.640.000,0
0 

  1.431.640.000,0
0 

  1.900.000.000,0
0 

  2.050.000.000,0
0 

    

Jumlah unit sarana dan 
prasarana gedung kantor 
atau bangunan lainnya 
yang disediakan 

Jumlah Unit Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 
yang Disediakan 

1 1 1.206.640.000,0
0 

1 1.206.640.000,0
0 

1 1.431.640.000,0
0 

1 1.900.000.000,0
0 

1 2.050.000.000,0
0 

    

  Jumlah Unit Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya yang 
Disediakan 

4 10   10   10   10   10       
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BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME / 
OUTPUT 

BASELIN
E TAHUN 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 
PERANGKAT 

DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 
TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 
8.01.01.1.07.0001 - 
Pengadaan Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 

      25.000.000,00   25.000.000,00   250.000.000,00   350.000.000,00   350.000.000,00     

Tersedianya Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 

Jumlah Unit Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 
yang Disediakan 

1 1 25.000.000,00 1 25.000.000,00 1 250.000.000,00 1 350.000.000,00 1 350.000.000,00     

8.01.01.1.07.0010 - 
Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya 

      1.181.640.000,0
0 

  1.181.640.000,0
0 

  1.181.640.000,0
0 

  1.550.000.000,0
0 

  1.700.000.000,0
0 

    

Tersedianya Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya 

Jumlah Unit Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya yang 
Disediakan 

4 10 1.181.640.000,0
0 

10 1.181.640.000,0
0 

10 1.181.640.000,0
0 

10 1.550.000.000,0
0 

10 1.700.000.000,0
0 

    

8.01.01.1.08 - Penyediaan 
Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

      1.062.000.000,0
0 

  1.080.000.000,0
0 

  1.080.000.000,0
0 

  1.106.671.029,1
4 

  1.110.000.000,0
0 

    

Jumlah laporan penyediaan 
jasa penunjang yang 
terdokumentasi dan 
dilaporkan secara berkala 

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Pelayanan Umum Kantor 
yang Disediakan 

4 4 1.062.000.000,0
0 

  1.080.000.000,0
0 

4 1.080.000.000,0
0 

4 1.106.671.029,1
4 

4 1.110.000.000,0
0 

    

  Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik yang 
Disediakan 

4 12   12   12   12   12       

  Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Surat Menyurat 

4 4   4   4   4   4       

8.01.01.1.08.0001 - 
Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

      10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00   10.000.000,00     

Terlaksananya Penyediaan 
Jasa Surat Menyurat 

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Surat Menyurat 

4 4 10.000.000,00 4 10.000.000,00 4 10.000.000,00 4 10.000.000,00 4 10.000.000,00     

8.01.01.1.08.0002 - 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik 

      252.000.000,00   270.000.000,00   270.000.000,00   296.671.029,14   300.000.000,00     

Tersedianya Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik 

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik yang 
Disediakan 

4 12 252.000.000,00 12 270.000.000,00 12 270.000.000,00 12 296.671.029,14 12 300.000.000,00     

8.01.01.1.08.0004 - 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

      800.000.000,00   800.000.000,00   800.000.000,00   800.000.000,00   800.000.000,00     
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BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME / 
OUTPUT 

BASELIN
E TAHUN 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 
PERANGKAT 

DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 
TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 
Tersedianya Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Pelayanan Umum Kantor 
yang Disediakan 

4 4 800.000.000,00   800.000.000,00 4 800.000.000,00 4 800.000.000,00 4 800.000.000,00     

8.01.01.1.09 - 
Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

      2.428.279.000,0
0 

  2.417.479.000,0
0 

  2.445.779.000,0
0 

  2.455.300.000,0
0 

  2.607.000.000,0
0 

    

Dokumen laporan 
pemeliharaan berkala 
dan korektif 

Jumlah Sarana dan Prasarana 
Pendukung Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

30 30 2.428.279.000,0
0 

30 2.417.479.000,0
0 

30 2.445.779.000,0
0 

30 2.455.300.000,0
0 

30 2.607.000.000,0
0 

    

  Jumlah Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

1 1   1   1   1   1       

  Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 
yang Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajaknya 

21 21   21   21   21   21       

  Jumlah Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

20 20   20   20   20   20       

8.01.01.1.09.0001 - 
Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

      378.700.000,00   378.700.000,00   387.000.000,00   387.000.000,00   387.000.000,00     

Tersedianya Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 
yang Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajaknya 

21 21 378.700.000,00 21 378.700.000,00 21 387.000.000,00 21 387.000.000,00 21 387.000.000,00     

8.01.01.1.09.0009 - 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

      1.809.579.000,0
0 

  1.798.779.000,0
0 

  1.798.779.000,0
0 

  1.808.300.000,0
0 

  1.900.000.000,0
0 

    

Terlaksananya 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

1 1 1.809.579.000,0
0 

1 1.798.779.000,0
0 

1 1.798.779.000,0
0 

1 1.808.300.000,0
0 

1 1.900.000.000,0
0 

    

8.01.01.1.09.0010 - 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 

      120.000.000,00   120.000.000,00   130.000.000,00   130.000.000,00   170.000.000,00     
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BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME / 
OUTPUT 

BASELIN
E TAHUN 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 
PERANGKAT 

DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 
TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 
Terlaksananya 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

20 20 120.000.000,00 20 120.000.000,00 20 130.000.000,00 20 130.000.000,00 20 170.000.000,00     

8.01.01.1.09.0011 - 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 
Pendukung Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya 

      120.000.000,00   120.000.000,00   130.000.000,00   130.000.000,00   150.000.000,00     

Terlaksananya 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 
Pendukung Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya 

Jumlah Sarana dan Prasarana 
Pendukung Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

30 30 120.000.000,00 30 120.000.000,00 30 130.000.000,00 30 130.000.000,00 30 150.000.000,00     

8.01.02 - PROGRAM 
PENGUATAN IDEOLOGI 
PANCASILA DAN 
KARAKTER 
KEBANGSAAN 

      3.811.270.000,0
0 

  3.862.508.516,0
0 

  4.019.924.386,1
5 

  4.196.776.094,4
1 

  4.402.023.030,5
6 

    

Meningkatnya pemahaman, 
penghayatan, dan 
partisipasi masyarakat 
dalam mengamalkan nilai-
nilai Pancasila serta 
memperkuat karakter 
kebangsaan yang toleran, 
inklusif, dan berintegritas 

Cakupan Penguatan Ideologi 
Pancasila dan Karakter 
Kebangsaan (Persentase) 

80 82 3.811.270.000,0
0 

84 3.862.508.516,0
0 

86 4.019.924.386,1
5 

88 4.196.776.094,4
1 

90 4.402.023.030,5
6 

1.05.8.01.0.00.01.00
00 - Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik 

  

8.01.02.1.01 - Perumusan 
Kebijakan Teknis dan 
Pemantapan Pelaksanaan 
Bidang Ideologi Pancasila 
dan Karakter Kebangsaan 

      3.811.270.000,0
0 

  3.862.508.516,0
0 

  4.019.924.386,1
5 

  4.196.776.094,4
1 

  4.402.023.030,5
6 

    

Terselenggaranya 
pembinaan/ pendidikan 
wawasan kebangsaan, 
tersusunnya kebijakan 
teknis dan materi 
sosialisasi, serta 
terbentuknya jejaring 
kelembagaan pendukung. 

Jumlah Dokumen 
Pelaksanaan Tugas 
Paskibraka 

1 1 3.811.270.000,0
0 

1 3.862.508.516,0
0 

1 4.019.924.386,1
5 

1 4.196.776.094,4
1 

1 4.402.023.030,5
6 

    

  Laporan Hasil Pembinaan 
Lanjutan kepada 
Purnapaskibraka Duta 
Pancasila 

1 1   1   1   1   1       
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BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME / 
OUTPUT 

BASELIN
E TAHUN 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 
PERANGKAT 

DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 
TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 
  Laporan Hasil Pembinaan 

Aktivitas Kepaskibrakaan dan 
Laporan Hasil Pembinaan 
Purnapaskibraka 

1 1   1   1   1   1       

  Laporan Hasil Pelaksanaan 
Tugas Purnapaskibraka Duta 
Pancasila 

1 1   1   1   1   1       

  Jumlah Purnapaskibraka Duta 
Pancasila 

20 20   20   20   20   20       

  Jumlah Paskibraka 56 56   56   56   56   56       
  Jumlah Orang yang Mengikuti 

Pelaksanaan Kebijakan di 
Bidang Ideologi Wawasan 
Kebangsaan, Bela Negara, 
Karakter Bangsa, Pembauran 
Kebangsaan, Bhineka 
Tunggal Ika dan Sejarah 
Kebangsaan 

100 200   200   200   200   200       

  Jumlah Orang yang Mengikuti 
Koordinasi di Bidang Ideologi 
Wawasan Kebangsaan, Bela 
Negara, Karakter Bangsa, 
Pembauran Kebangsaan, 
Bhineka Tunggal Ika dan 
Sejarah Kebangsaan 

100 100   100   100   100   100       

  Jumlah Laporan Hasil 
Monitoring Evaluasi dan 
Pelaporan di Bidang Ideologi 
Wawasan Kebangsaan, Bela 
Negara, Karakter Bangsa, 
Pembauran Kebangsaan, 
Bhineka Tunggal Ika dan 
Sejarah Kebangsaan 

1 1   1   1   1   1       

  Jumlah Dokumen Hasil 
Pembentukan dan 
Penumbuhan Karakter 
Keluarga Melalui Peningkatan 
Kesadaran Masyarakat akan 
Pentingnya Penghayatan dan 
Pengamalan Pancasila dalam 
Semua Aspek Kehidupan 
Bermasyarakat, Berbangsa, 
dan Bernegara 

1 1   1   1   1   1       

  Jumlah Kebijakan Teknis di 
Bidang Ideologi Wawasan 
Kebangsaan, Bela Negara, 
Karakter Bangsa, Pembauran 
Kebangsaan, Bhineka 

1 1   1   1   1   1       
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BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME / 
OUTPUT 

BASELIN
E TAHUN 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 
PERANGKAT 

DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 
TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 
Tunggal Ika dan Sejarah 
Kebangsaan yang Disusun 

  Jumlah Dokumen Program 
Kerja di Bidang Ideologi 
Wawasan Kebangsaan, Bela 
Negara, Karakter Bangsa, 
Pembauran Kebangsaan, 
Bhineka Tunggal Ika dan 
Sejarah Kebangsaan yang 
Disusun 

1 1   1   1   1   1       

8.01.02.1.01.0001 - 
Penyusunan Program Kerja 
di Bidang Ideologi 
Wawasan Kebangsaan, 
Bela Negara, Karakter 
Bangsa, Pembauran 
Kebangsaan, Bhineka 
Tunggal Ika dan Sejarah 
Kebangsaan 

      100.000.000,00   100.000.000,00   150.000.000,00   150.000.000,00   250.000.000,00     

Tersusunnya Program 
Kerja di Bidang Ideologi 
Wawasan Kebangsaan, 
Bela Negara, Karakter 
Bangsa, Pembauran 
Kebangsaan, Bhineka 
Tunggal Ika dan Sejarah 
Kebangsaan 

Jumlah Dokumen Program 
Kerja di Bidang Ideologi 
Wawasan Kebangsaan, Bela 
Negara, Karakter Bangsa, 
Pembauran Kebangsaan, 
Bhineka Tunggal Ika dan 
Sejarah Kebangsaan yang 
Disusun 

1 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 150.000.000,00 1 150.000.000,00 1 250.000.000,00     

8.01.02.1.01.0002 - 
Perumusan Kebijakan 
Teknis di Bidang Ideologi 
Wawasan Kebangsaan, 
Bela Negara, Karakter 
Bangsa, Pembauran 
Kebangsaan, Bhineka 
Tunggal Ika dan Sejarah 
Kebangsaan 

      360.000.000,00   360.000.000,00   360.000.000,00   360.000.000,00   360.000.000,00     

Tersusunnya Kebijakan 
Teknis di Bidang Ideologi 
Wawasan Kebangsaan, 
Bela Negara, Karakter 
Bangsa, Pembauran 
Kebangsaan, Bhineka 
Tunggal Ika dan Sejarah 
Kebangsaan 

Jumlah Kebijakan Teknis di 
Bidang Ideologi Wawasan 
Kebangsaan, Bela Negara, 
Karakter Bangsa, Pembauran 
Kebangsaan, Bhineka 
Tunggal Ika dan Sejarah 
Kebangsaan yang Disusun 

1 1 360.000.000,00 1 360.000.000,00 1 360.000.000,00 1 360.000.000,00 1 360.000.000,00     

8.01.02.1.01.0003 - 
Pelaksanaan Kebijakan di 
Bidang Ideologi Wawasan 
Kebangsaan, Bela Negara, 

      500.000.000,00   510.000.000,00   520.000.000,00   540.000.000,00   550.000.000,00     
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BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME / 
OUTPUT 

BASELIN
E TAHUN 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 
PERANGKAT 

DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 
TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 
Karakter Bangsa, 
Pembauran Kebangsaan, 
Bhineka Tunggal Ika dan 
Sejarah Kebangsaan 
Terlaksananya Kebijakan di 
Bidang Ideologi Wawasan 
Kebangsaan, Bela Negara, 
Karakter Bangsa, 
Pembauran Kebangsaan, 
Bhineka Tunggal Ika dan 
Sejarah Kebangsaan 

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Pelaksanaan Kebijakan di 
Bidang Ideologi Wawasan 
Kebangsaan, Bela Negara, 
Karakter Bangsa, Pembauran 
Kebangsaan, Bhineka 
Tunggal Ika dan Sejarah 
Kebangsaan 

100 200 500.000.000,00 200 510.000.000,00 200 520.000.000,00 200 540.000.000,00 200 550.000.000,00     

8.01.02.1.01.0004 - 
Pelaksanaan Koordinasi di 
Bidang Ideologi Wawasan 
Kebangsaan, Bela Negara, 
Karakter Bangsa, 
Pembauran Kebangsaan, 
Bhineka Tunggal Ika dan 
Sejarah Kebangsaan 

      120.000.000,00   129.508.516,00   150.000.000,00   160.000.000,00   180.000.000,00     

Terlaksananya Koordinasi 
di Bidang Ideologi 
Wawasan Kebangsaan, 
Bela Negara, Karakter 
Bangsa, Pembauran 
Kebangsaan, Bhineka 
Tunggal Ika dan Sejarah 
Kebangsaan 

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Koordinasi di Bidang Ideologi 
Wawasan Kebangsaan, Bela 
Negara, Karakter Bangsa, 
Pembauran Kebangsaan, 
Bhineka Tunggal Ika dan 
Sejarah Kebangsaan 

100 100 120.000.000,00 100 129.508.516,00 100 150.000.000,00 100 160.000.000,00 100 180.000.000,00     

8.01.02.1.01.0005 - 
Pelaksanaan Monitoring 
Evaluasi dan Pelaporan di 
Bidang Ideologi Wawasan 
Kebangsaan, Bela Negara, 
Karakter Bangsa, 
Pembauran Kebangsaan, 
Bhineka Tunggal Ika dan 
Sejarah Kebangsaan 

      120.200.000,00   123.000.000,00   123.000.000,00   125.000.000,00   150.000.000,00     

Terlaksananya Monitoring 
Evaluasi dan Pelaporan di 
Bidang Ideologi Wawasan 
Kebangsaan, Bela Negara, 
Karakter Bangsa, 
Pembauran Kebangsaan, 
Bhineka Tunggal Ika dan 
Sejarah Kebangsaan 

Jumlah Laporan Hasil 
Monitoring Evaluasi dan 
Pelaporan di Bidang Ideologi 
Wawasan Kebangsaan, Bela 
Negara, Karakter Bangsa, 
Pembauran Kebangsaan, 
Bhineka Tunggal Ika dan 
Sejarah Kebangsaan 

1 1 120.200.000,00 1 123.000.000,00 1 123.000.000,00 1 125.000.000,00 1 150.000.000,00     

8.01.02.1.01.0006 - 
Pembentukan dan 
Penumbuhan Karakter 

      141.070.000,00   145.000.000,00   145.000.000,00   150.000.000,00   150.000.000,00     
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BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME / 
OUTPUT 

BASELIN
E TAHUN 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 
PERANGKAT 

DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 
TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 
Keluarga Melalui 
Peningkatan Kesadaran 
Masyarakat akan 
Pentingnya Penghayatan 
dan Pengamalan Pancasila 
dalam Semua Aspek 
Kehidupan Bermasyarakat, 
Berbangsa, dan Bernegara 
Terlaksananya 
Pembentukan dan 
Penumbuhan Karakter 
Keluarga Melalui 
Peningkatan Kesadaran 
Masyarakat akan 
Pentingnya Penghayatan 
dan Pengamalan Pancasila 
dalam Semua Aspek 
Kehidupan Bermasyarakat, 
Berbangsa, dan Bernegara 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pembentukan dan 
Penumbuhan Karakter 
Keluarga Melalui Peningkatan 
Kesadaran Masyarakat akan 
Pentingnya Penghayatan dan 
Pengamalan Pancasila dalam 
Semua Aspek Kehidupan 
Bermasyarakat, Berbangsa, 
dan Bernegara 

1 1 141.070.000,00 1 145.000.000,00 1 145.000.000,00 1 150.000.000,00 1 150.000.000,00     

8.01.02.1.01.0007 – 
Pengangkatan 
Purnapaskibraka Duta 
Pancasila 

      10.000.000,00   15.000.000,00   15.000.000,00   15.000.000,00   15.000.000,00     

Terbentuknya 
purnapaskibraka duta 
pancasila 

Jumlah Purnapaskibraka Duta 
Pancasila 

20 20 10.000.000,00 20 15.000.000,00 20 15.000.000,00 20 15.000.000,00 20 15.000.000,00     

8.01.02.1.01.0008 - 
Pembinaan terhadap 
aktivitas kepaskibrakaan 
dan  Purnapaskibraka 

      100.000.000,00   120.000.000,00   120.000.000,00   150.000.000,00   200.000.000,00     

Terlaksananya pembinaan 
aktivitas kepaskibrakaan 
dan purnapaskibraka 

Laporan Hasil Pembinaan 
Aktivitas Kepaskibrakaan dan 
Laporan Hasil Pembinaan 
Purnapaskibraka 

1 1 100.000.000,00 1 120.000.000,00 1 120.000.000,00 1 150.000.000,00 1 200.000.000,00     

8.01.02.1.01.0009 - 
Pelaksanaan tugas 
Paskibraka 

      1.850.000.000,0
0 

  1.850.000.000,0
0 

  1.850.000.000,0
0 

  1.900.000.000,0
0 

  1.900.000.000,0
0 

    

Terlaksananya penugasan 
paskibraka 

Jumlah Dokumen 
Pelaksanaan Tugas 
Paskibraka 

1 1 1.850.000.000,0
0 

1 1.850.000.000,0
0 

1 1.850.000.000,0
0 

1 1.900.000.000,0
0 

1 1.900.000.000,0
0 

    

8.01.02.1.01.0010 - 
Pelaksanaan tugas 
Purnapaskibraka Duta 
Pancasila 

      10.000.000,00   10.000.000,00   20.000.000,00   25.000.000,00   25.000.000,00     

Terlaksananya penugasan 
Purnapaskibraka Duta 
Pancasila 

Laporan Hasil Pelaksanaan 
Tugas Purnapaskibraka Duta 
Pancasila 

1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 20.000.000,00 1 25.000.000,00 1 25.000.000,00     
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BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME / 
OUTPUT 

BASELIN
E TAHUN 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 
PERANGKAT 

DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 
TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 
8.01.02.1.01.0011 - 
Pembinaan Lanjutan 
kepada Purnapaskibraka 
Duta  Pancasila 

      100.000.000,00   100.000.000,00   110.000.000,00   121.776.094,41   122.023.030,56     

Terlaksananya Pembinaan 
Lanjutan kepada 
Purnapaskibraka Duta 
Pancasila 

Laporan Hasil Pembinaan 
Lanjutan kepada 
Purnapaskibraka Duta 
Pancasila 

1 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 110.000.000,00 1 121.776.094,41 1 122.023.030,56     

8.01.02.1.01.0012 - 
Pembentukan Paskibraka 

      400.000.000,00   400.000.000,00   456.924.386,15   500.000.000,00   500.000.000,00     

Terbentuknya pasukan 
pengibar bendera pusaka 

Jumlah Paskibraka 56 56 400.000.000,00 56 400.000.000,00 56 456.924.386,15 56 500.000.000,00 56 500.000.000,00     

8.01.03 - PROGRAM 
PENINGKATAN PERAN 
PARTAI POLITIK DAN 
LEMBAGA PENDIDIKAN 
MELALUI PENDIDIKAN 
POLITIK DAN 
PENGEMBANGAN ETIKA 
SERTA BUDAYA POLITIK 

      9.291.372.685,0
0 

  9.416.285.416,8
8 

  9.800.044.509,3
7 

  10.231.185.607,
07 

  10.731.550.518,
55 

    

Meningkatnya kualitas 
partisipasi politik 
masyarakat yang cerdas, 
beretika, dan demokratis 

Persentase Pendidikan Politik 
pada Kader Partai Politik 

70 75 9.291.372.685,0
0 

78 9.416.285.416,8
8 

80 9.800.044.509,3
7 

82 10.231.185.607,
07 

85 10.731.550.518,
55 

1.05.8.01.0.00.01.00
00 - Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik 

  

8.01.03.1.01 - Perumusan 
Kebijakan Teknis dan 
Pemantapan Pelaksanaan 
Bidang Pendidikan Politik, 
Etika Budaya Politik, 
Peningkatan Demokrasi, 
Fasilitasi Kelembagaan 
Pemerintahan, Perwakilan 
dan Partai Politik, Pemilihan 
Umum/Pemilihan Umum 
Kepala Daerah, serta 
Pemantauan Situasi Politik 

      9.291.372.685,0
0 

  9.416.285.416,8
8 

  9.800.044.509,3
7 

  10.231.185.607,
07 

  10.731.550.518,
55 

    

Terselenggaranya 
pendidikan politik 
kolaboratif, tersusunnya 
materi/panduan etika dan 
budaya politik, serta 
terbangunnya kemitraan 
berkelanjutan antara partai 
politik dan Lembaga 
pendidikan 

Jumlah Laporan Hasil 
Monitoring, Evaluasi dan 
Pelaporan di Bidang 
Pendidikan Politik, Etika 
Budaya Politik, Peningkatan 
Demokrasi, Fasilitasi 
Kelembagaan Pemerintahan, 
Perwakilan dan Partai Politik, 
Pemilihan Umum/Pemilihan 
Umum Kepala Daerah, serta 
Pemantauan Situasi Politik di 
Daerah 

1 1 9.291.372.685,0
0 

1 9.416.285.416,8
8 

1 9.800.044.509,3
7 

1 10.231.185.607,
07 

1 10.731.550.518,
55 
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BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME / 
OUTPUT 

BASELIN
E TAHUN 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 
PERANGKAT 

DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 
TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 
  Jumlah Orang yang Mengikuti 

Koordinasi di Bidang 
Pendidikan Politik, Etika 
Budaya Politik, Peningkatan 
Demokrasi, Fasilitasi 
Kelembagaan Pemerintahan, 
Perwakilan dan Partai Politik, 
Pemilihan Umum/Pemilihan 
Umum Kepala Daerah, serta 
Pemantauan Situasi Politik di 
Daerah 

100 100   100   100   100   100       

  Jumlah Orang yang Mengikuti 
Pelaksanaan Kebijakan di 
Bidang Pendidikan Politik, 
Etika Budaya Politik, 
Peningkatan Demokrasi, 
Fasilitasi Kelembagaan 
Pemerintahan, Perwakilan 
dan Partai Politik, Pemilihan 
Umum/Pemilihan Umum 
Kepala Daerah, serta 
Pemantauan Situasi Politik di 
Daerah 

100 250   250   250   250   250       

  Jumlah Dokumen Program 
Kerja di Bidang Pendidikan 
Politik, Etika Budaya Politik, 
Peningkatan Demokrasi, 
Fasilitasi Kelembagaan 
Pemerintahan, Perwakilan 
dan Partai Politik, Pemilihan 
Umum/Pemilihan Umum 
Kepala Daerah, serta 
Pemantauan Situasi Politik di 
Daerah yang Disusun 

1 1   1   1   1   1       

  Jumlah Kebijakan di Bidang 
Pendidikan Politik, Etika 
Budaya Politik, Peningkatan 
Demokrasi, Fasilitasi 
Kelembagaan Pemerintahan, 
Perwakilan dan Partai Politik, 
Pemilihan Umum/Pemilihan 
Umum Kepala Daerah, serta 
Pemantauan Situasi Politik di 
Daerah yang Disusun 

1 1   1   1   1   1       

8.01.03.1.01.0001 - 
Penyusunan Program Kerja 
di Bidang Pendidikan 
Politik, Etika Budaya Politik, 

      273.906.000,00   330.000.000,00   375.000.000,00   375.000.000,00   450.000.000,00     
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BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME / 
OUTPUT 

BASELIN
E TAHUN 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 
PERANGKAT 

DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 
TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 
Peningkatan Demokrasi, 
Fasilitasi Kelembagaan 
Pemerintahan, Perwakilan 
dan Partai Politik, Pemilihan 
Umum/Pemilihan Umum 
Kepala Daerah, serta 
Pemantauan Situasi Politik 
di Daerah 
Tersusunnya Program 
Kerja di Bidang Pendidikan 
Politik, Etika Budaya Politik, 
Peningkatan Demokrasi, 
Fasilitasi Kelembagaan 
Pemerintahan, Perwakilan 
dan Partai Politik, Pemilihan 
Umum/Pemilihan Umum 
Kepala Daerah, serta 
Pemantauan Situasi Politik 
di Daerah 

Jumlah Dokumen Program 
Kerja di Bidang Pendidikan 
Politik, Etika Budaya Politik, 
Peningkatan Demokrasi, 
Fasilitasi Kelembagaan 
Pemerintahan, Perwakilan 
dan Partai Politik, Pemilihan 
Umum/Pemilihan Umum 
Kepala Daerah, serta 
Pemantauan Situasi Politik di 
Daerah yang Disusun 

1 1 273.906.000,00 1 330.000.000,00 1 375.000.000,00 1 375.000.000,00 1 450.000.000,00     

8.01.03.1.01.0002 - 
Penyusunan Bahan 
Perumusan Kebijakan di 
Bidang Pendidikan Politik, 
Etika Budaya Politik, 
Peningkatan Demokrasi, 
Fasilitasi Kelembagaan 
Pemerintahan, Perwakilan 
dan Partai Politik, Pemilihan 
Umum/Pemilihan Umum 
Kepala Daerah, serta 
Pemantauan Situasi Politik 
di Daerah 

      40.077.000,00   100.000.000,00   162.604.324,37   250.000.000,00   450.000.000,00     

Tersusunnya Kebijakan di 
Bidang Pendidikan Politik, 
Etika Budaya Politik, 
Peningkatan Demokrasi, 
Fasilitasi Kelembagaan 
Pemerintahan, Perwakilan 
dan Partai Politik, Pemilihan 
Umum/Pemilihan Umum 
Kepala Daerah, serta 
Pemantauan Situasi Politik 
di Daerah 

Jumlah Kebijakan di Bidang 
Pendidikan Politik, Etika 
Budaya Politik, Peningkatan 
Demokrasi, Fasilitasi 
Kelembagaan Pemerintahan, 
Perwakilan dan Partai Politik, 
Pemilihan Umum/Pemilihan 
Umum Kepala Daerah, serta 
Pemantauan Situasi Politik di 
Daerah yang Disusun 

1 1 40.077.000,00 1 100.000.000,00 1 162.604.324,37 1 250.000.000,00 1 450.000.000,00     

8.01.03.1.01.0003 - 
Pelaksanaan Kebijakan di 
Bidang Pendidikan Politik, 
Etika Budaya Politik, 
Peningkatan Demokrasi, 

      169.108.500,00   184.198.231,88   350.000.000,00   400.000.000,00   450.000.000,00     
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BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME / 
OUTPUT 

BASELIN
E TAHUN 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 
PERANGKAT 

DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 
TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 
Fasilitasi Kelembagaan 
Pemerintahan, Perwakilan 
dan Partai Politik, Pemilihan 
Umum/Pemilihan Umum 
Kepala Daerah, serta 
Pemantauan Situasi Politik 
di Daerah 
Terlaksananya Kebijakan di 
Bidang Pendidikan Politik, 
Etika Budaya Politik, 
Peningkatan Demokrasi, 
Fasilitasi Kelembagaan 
Pemerintahan, Perwakilan 
dan Partai Politik, Pemilihan 
Umum/Pemilihan Umum 
Kepala Daerah, serta 
Pemantauan Situasi Politik 
di Daerah 

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Pelaksanaan Kebijakan di 
Bidang Pendidikan Politik, 
Etika Budaya Politik, 
Peningkatan Demokrasi, 
Fasilitasi Kelembagaan 
Pemerintahan, Perwakilan 
dan Partai Politik, Pemilihan 
Umum/Pemilihan Umum 
Kepala Daerah, serta 
Pemantauan Situasi Politik di 
Daerah 

100 250 169.108.500,00 250 184.198.231,88 250 350.000.000,00 250 400.000.000,00 250 450.000.000,00     

8.01.03.1.01.0004 - 
Pelaksanaan Koordinasi di 
Bidang Pendidikan Politik, 
Etika Budaya Politik, 
Peningkatan Demokrasi, 
Fasilitasi Kelembagaan 
Pemerintahan, Perwakilan 
dan Partai Politik, Pemilihan 
Umum/Pemilihan Umum 
Kepala Daerah, serta 
Pemantauan Situasi Politik 
di Daerah 

      8.552.440.185,0
0 

  8.552.440.185,0
0 

  8.552.440.185,0
0 

  8.826.185.607,0
7 

  8.931.550.518,5
5 

    

Terlaksananya Koordinasi 
di Bidang Pendidikan 
Politik, Etika Budaya Politik, 
Peningkatan Demokrasi, 
Fasilitasi Kelembagaan 
Pemerintahan, Perwakilan 
dan Partai Politik, Pemilihan 
Umum/Pemilihan Umum 
Kepala Daerah, serta 
Pemantauan Situasi Politik 
di Daerah 

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Koordinasi di Bidang 
Pendidikan Politik, Etika 
Budaya Politik, Peningkatan 
Demokrasi, Fasilitasi 
Kelembagaan Pemerintahan, 
Perwakilan dan Partai Politik, 
Pemilihan Umum/Pemilihan 
Umum Kepala Daerah, serta 
Pemantauan Situasi Politik di 
Daerah 

100 100 8.552.440.185,0
0 

100 8.552.440.185,0
0 

100 8.552.440.185,0
0 

100 8.826.185.607,0
7 

100 8.931.550.518,5
5 

    

8.01.03.1.01.0005 - 
Pelaksanaan Monitoring, 
Evaluasi dan Pelaporan di 
Bidang Pendidikan Politik, 
Etika Budaya Politik, 
Peningkatan Demokrasi, 

      255.841.000,00   249.647.000,00   360.000.000,00   380.000.000,00   450.000.000,00     
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BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME / 
OUTPUT 

BASELIN
E TAHUN 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 
PERANGKAT 

DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 
TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 
Fasilitasi Kelembagaan 
Pemerintahan, Perwakilan 
dan Partai Politik, Pemilihan 
Umum/Pemilihan Umum 
Kepala Daerah, serta 
Pemantauan Situasi Politik 
di Daerah 
Terlaksananya Monitoring, 
Evaluasi dan Pelaporan di 
Bidang Pendidikan Politik, 
Etika Budaya Politik, 
Peningkatan Demokrasi, 
Fasilitasi Kelembagaan 
Pemerintahan, Perwakilan 
dan Partai Politik, Pemilihan 
Umum/Pemilihan Umum 
Kepala Daerah, serta 
Pemantauan Situasi Politik 
di Daerah 

Jumlah Laporan Hasil 
Monitoring, Evaluasi dan 
Pelaporan di Bidang 
Pendidikan Politik, Etika 
Budaya Politik, Peningkatan 
Demokrasi, Fasilitasi 
Kelembagaan Pemerintahan, 
Perwakilan dan Partai Politik, 
Pemilihan Umum/Pemilihan 
Umum Kepala Daerah, serta 
Pemantauan Situasi Politik di 
Daerah 

1 1 255.841.000,00 1 249.647.000,00 1 360.000.000,00 1 380.000.000,00 1 450.000.000,00     

8.01.04 - PROGRAM 
PEMBERDAYAAN DAN 
PENGAWASAN 
ORGANISASI 
KEMASYARAKATAN 

      913.514.000,00   925.795.234,77   963.525.860,33   1.005.915.014,4
4 

  1.055.110.151,4
0 

    

Meningkatnya kapasitas, 
legalitas, dan partisipasi 
aktif organisasi 
kemasyarakatan dalam 
pembangunan daerah serta 
terwujudnya tata kelola 
kelembagaan masyarakat 
yang tertib, transparan, dan 
sesuai regulasi. 

Persentase Organisasi 
Kemasyarakatan yang Aktif 
(Persentase) 

65 65.5 913.514.000,00 66 925.795.234,77 66.5 963.525.860,33 67 1.005.915.014,4
4 

67.5 1.055.110.151,4
0 

1.05.8.01.0.00.01.00
00 - Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik 

  

8.01.04.1.01 - Perumusan 
Kebijakan Teknis dan 
Pemantapan Pelaksanaan 
Bidang Pemberdayaan dan 
Pengawasan Organisasi 
Kemasyarakatan 

      913.514.000,00   925.795.234,77   963.525.860,33   1.005.915.014,4
4 

  1.055.110.151,4
0 

    

Terselenggaranya 
pembinaan dan fasilitasi 
ormas, terbitnya verifikasi/ 
pencatatan serta 
pemutakhiran data ormas 
aktif, dan tersedianya hasil 
monitoring evaluasi serta 
pelaporan pengawasan 
yang tertib 

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Pelaksanaan Kebijakan 
Dibidang Pendaftaran Ormas, 
Pemberdayaan Ormas, 
Evaluasi dan Mediasi 
Sengketa Ormas, 
Pengawasan Ormas dan 
Ormas Asing di Daerah 

100 100 913.514.000,00 100 925.795.234,77 100 963.525.860,33 100 1.005.915.014,4
4 

100 1.055.110.151,4
0 
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BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME / 
OUTPUT 

BASELIN
E TAHUN 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 
PERANGKAT 

DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 
TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 
  Jumlah Orang yang Mengikuti 

Koordinasi Dibidang 
Pendaftaran Ormas, 
Pemberdayaan Ormas, 
Evaluasi dan Mediasi 
Sengketa Ormas, 
Pengawasan Ormas dan 
Ormas Asing di Daerah 

100 100   100   100   100   100       

  Jumlah Laporan Hasil 
Monitoring Evaluasi dan 
Pelaporan Dibidang 
Pendaftaran Ormas, 
Pemberdayaan Ormas, 
Evaluasi dan Mediasi 
Sengketa Ormas, 
Pengawasan Ormas dan 
Ormas Asing di Daerah 

1 1   1   1   1   1       

  Jumlah Kebijakan Dibidang 
Pendaftaran Ormas, 
Pemberdayaan Ormas, 
Evaluasi dan Mediasi 
Sengketa Ormas, 
Pengawasan Ormas dan 
Ormas Asing di Daerah yang 
Disusun 

1 1   1   1   1   1       

  Jumlah Dokumen Program 
Kerja Dibidang Pendaftaran 
Ormas, Pemberdayaan 
Ormas, Evaluasi dan Mediasi 
Sengketa Ormas, 
Pengawasan Ormas dan 
Ormas Asing di Daerah yang 
Disusun 

1 1   1   1   1   1       

8.01.04.1.01.0001 - 
Penyusunan Program Kerja 
Dibidang Pendaftaran 
Ormas, Pemberdayaan 
Ormas, Evaluasi dan 
Mediasi Sengketa Ormas, 
Pengawasan Ormas dan 
Ormas Asing di Daerah 

      100.000.000,00   100.000.000,00   120.000.000,00   125.000.000,00   150.000.000,00     

Tersusunnya Program 
Kerja Dibidang Pendaftaran 
Ormas, Pemberdayaan 
Ormas, Evaluasi dan 
Mediasi Sengketa Ormas, 
Pengawasan Ormas dan 
Ormas Asing di Daerah 

Jumlah Dokumen Program 
Kerja Dibidang Pendaftaran 
Ormas, Pemberdayaan 
Ormas, Evaluasi dan Mediasi 
Sengketa Ormas, 
Pengawasan Ormas dan 

1 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 120.000.000,00 1 125.000.000,00 1 150.000.000,00     
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BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME / 
OUTPUT 

BASELIN
E TAHUN 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 
PERANGKAT 

DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 
TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 
Ormas Asing di Daerah yang 
Disusun 

8.01.04.1.01.0002 - 
Penyusunan Bahan 
Perumusan Kebijakan 
Dibidang Pendaftaran 
Ormas, Pemberdayaan 
Ormas, Evaluasi dan 
Mediasi Sengketa Ormas, 
Pengawasan Ormas dan 
Ormas Asing di Daerah 

      140.000.000,00   140.000.000,00   140.000.000,00   150.000.000,00   170.000.000,00     

Tersusunnya Kebijakan 
Dibidang Pendaftaran 
Ormas, Pemberdayaan 
Ormas, Evaluasi dan 
Mediasi Sengketa Ormas, 
Pengawasan Ormas dan 
Ormas Asing di Daerah 

Jumlah Kebijakan Dibidang 
Pendaftaran Ormas, 
Pemberdayaan Ormas, 
Evaluasi dan Mediasi 
Sengketa Ormas, 
Pengawasan Ormas dan 
Ormas Asing di Daerah yang 
Disusun 

1 1 140.000.000,00 1 140.000.000,00 1 140.000.000,00 1 150.000.000,00 1 170.000.000,00     

8.01.04.1.01.0003 - 
Pelaksanaan Kebijakan 
Dibidang Pendaftaran 
Ormas, Pemberdayaan 
Ormas, Evaluasi dan 
Mediasi Sengketa Ormas, 
Pengawasan Ormas dan 
Ormas Asing di Daerah 

      400.000.000,00   400.000.000,00   400.000.000,00   400.000.000,00   400.000.000,00     

Terlaksananya Kebijakan 
Dibidang Pendaftaran 
Ormas, Pemberdayaan 
Ormas, Evaluasi dan 
Mediasi Sengketa Ormas, 
Pengawasan Ormas dan 
Ormas Asing di Daerah 

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Pelaksanaan Kebijakan 
Dibidang Pendaftaran Ormas, 
Pemberdayaan Ormas, 
Evaluasi dan Mediasi 
Sengketa Ormas, 
Pengawasan Ormas dan 
Ormas Asing di Daerah 

100 100 400.000.000,00 100 400.000.000,00 100 400.000.000,00 100 400.000.000,00 100 400.000.000,00     

8.01.04.1.01.0004 - 
Pelaksanaan Koordinasi 
Dibidang Pendaftaran 
Ormas, Pemberdayaan 
Ormas, Evaluasi dan 
Mediasi Sengketa Ormas, 
Pengawasan Ormas dan 
Ormas Asing di Daerah 

      173.514.000,00   173.514.000,00   173.514.000,00   180.000.000,00   180.000.000,00     

Terlaksananya Koordinasi 
Dibidang Pendaftaran 
Ormas, Pemberdayaan 
Ormas, Evaluasi dan 
Mediasi Sengketa Ormas, 

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Koordinasi Dibidang 
Pendaftaran Ormas, 
Pemberdayaan Ormas, 
Evaluasi dan Mediasi 

100 100 173.514.000,00 100 173.514.000,00 100 173.514.000,00 100 180.000.000,00 100 180.000.000,00     
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BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME / 
OUTPUT 

BASELIN
E TAHUN 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 
PERANGKAT 

DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 
TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 
Pengawasan Ormas dan 
Ormas Asing di Daerah 

Sengketa Ormas, 
Pengawasan Ormas dan 
Ormas Asing di Daerah 

8.01.04.1.01.0005 - 
Pelaksanaan Monitoring 
Evaluasi dan Pelaporan 
Dibidang Pendaftaran 
Ormas, Pemberdayaan 
Ormas, Evaluasi dan 
Mediasi Sengketa Ormas, 
Pengawasan Ormas dan 
Ormas Asing di Daerah 

      100.000.000,00   112.281.234,77   130.011.860,33   150.915.014,44   155.110.151,40     

Terlaksananya Monitoring 
Evaluasi dan Pelaporan 
Dibidang Pendaftaran 
Ormas, Pemberdayaan 
Ormas, Evaluasi dan 
Mediasi Sengketa Ormas, 
Pengawasan Ormas dan 
Ormas Asing di Daerah 

Jumlah Laporan Hasil 
Monitoring Evaluasi dan 
Pelaporan Dibidang 
Pendaftaran Ormas, 
Pemberdayaan Ormas, 
Evaluasi dan Mediasi 
Sengketa Ormas, 
Pengawasan Ormas dan 
Ormas Asing di Daerah 

1 1 100.000.000,00 1 112.281.234,77 1 130.011.860,33 1 150.915.014,44 1 155.110.151,40     

8.01.05 - PROGRAM 
PEMBINAAN DAN 
PENGEMBANGAN 
KETAHANAN EKONOMI, 
SOSIAL, DAN BUDAYA 

      1.917.060.000,0
0 

  1.942.832.855,0
8 

  2.022.012.673,9
1 

  2.110.968.674,3
7 

  2.214.207.408,8
1 

    

Meningkatnya ketahanan 
dan kemandirian 
masyarakat di bidang 
ekonomi, sosial, dan 
budaya secara 
berkelanjutan 

Persentase Kebijakan di 
Bidang Ketahanan Ekonomi, 
Sosial, Budaya dan Fasilitasi 
Pencegahan Penyalagunaan 
Narkotika, Fasilitasi 
Kerukunan Umat Beragama 
dan Penghayat Kepercayaan 
di Daerah yang Dilaksanakan 

70 72 1.917.060.000,0
0 

74 1.942.832.855,0
8 

76 2.022.012.673,9
1 

78 2.110.968.674,3
7 

80 2.214.207.408,8
1 

1.05.8.01.0.00.01.00
00 - Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik 

  

8.01.05.1.01 - Perumusan 
Kebijakan Teknis dan 
Pemantapan Pelaksanaan 
Bidang Ketahanan 
Ekonomi, Sosial dan 
Budaya 

      1.917.060.000,0
0 

  1.942.832.855,0
8 

  2.022.012.673,9
1 

  2.110.968.674,3
7 

  2.214.207.408,8
1 

    

Tersusunnya kebijakan 
teknis, terlaksananya 
pembinaan dan fasilitasi, 
serta tersedianya laporan 
evaluasi yang mendukung 
penguatan kapasitas dan 
pelestarian nilai-nilai sosial 
budaya 

Jumlah Laporan Hasil 
Monitoring, Evaluasi dan 
Pelaporan di Bidang 
Ketahanan Ekonomi, Sosial, 
Budaya dan Fasilitasi 
Pencegahan Penyalagunaan 
Narkotika, Fasilitasi 
Kerukunan Umat Beragama 

1 1 1.917.060.000,0
0 

1 1.942.832.855,0
8 

1 2.022.012.673,9
1 

1 2.110.968.674,3
7 

1 2.214.207.408,8
1 
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BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME / 
OUTPUT 

BASELIN
E TAHUN 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 
PERANGKAT 

DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 
TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 
dan Penghayat Kepercayaan 
di Daerah 

  Jumlah Orang yang Mengikuti 
Pelaksanaan Kebijakan di 
Bidang Ketahanan Ekonomi, 
Sosial, Budaya dan Fasilitasi 
Pencegahan Penyalagunaan 
Narkotika, Fasilitasi 
Kerukunan Umat Beragama 
dan Penghayat Kepercayaan 
di Daerah 

100 200   200   200   200   200       

  Jumlah Orang yang Mengikuti 
Koordinasi di Bidang 
Ketahanan Ekonomi, Sosial, 
Budaya dan Fasilitasi 
Pencegahan Penyalagunaan 
Narkotika, Fasilitasi 
Kerukunan Umat Beragama 
dan Penghayat Kepercayaan 
di Daerah 

100 100   100   100   100   100       

  Jumlah Dokumen Program 
Kerja di Bidang Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, Budaya dan 
Fasilitasi Pencegahan 
Penyalagunaan Narkotika, 
Fasilitasi Kerukunan Umat 
Beragama dan Penghayat 
Kepercayaan di Daerah yang 
Disusun 

1 1   1   1   1   1       

  Jumlah Kebijakan di Bidang 
Ketahanan Ekonomi, Sosial, 
Budaya dan Fasilitasi 
Pencegahan Penyalagunaan 
Narkotika, Fasilitasi 
Kerukunan Umat Beragama 
dan Penghayat Kepercayaan 
di Daerah yang Disusun 

1 1   1   1   1   1       

8.01.05.1.01.0001 - 
Penyusunan Program Kerja 
di Bidang Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, Budaya 
dan Fasilitasi Pencegahan 
Penyalagunaan Narkotika, 
Fasilitasi Kerukunan Umat 
Beragama dan Penghayat 
Kepercayaan di Daerah 

      95.000.000,00   100.000.000,00   114.118.673,91   120.000.000,00   130.000.000,00     

Tersusunnya Program 
Kerja di Bidang Ketahanan 

Jumlah Dokumen Program 
Kerja di Bidang Ketahanan 

1 1 95.000.000,00 1 100.000.000,00 1 114.118.673,91 1 120.000.000,00 1 130.000.000,00     
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BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME / 
OUTPUT 

BASELIN
E TAHUN 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 
PERANGKAT 

DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 
TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 
Ekonomi, Sosial, Budaya 
dan Fasilitasi Pencegahan 
Penyalagunaan Narkotika, 
Fasilitasi Kerukunan Umat 
Beragama dan Penghayat 
Kepercayaan di Daerah 

Ekonomi, Sosial, Budaya dan 
Fasilitasi Pencegahan 
Penyalagunaan Narkotika, 
Fasilitasi Kerukunan Umat 
Beragama dan Penghayat 
Kepercayaan di Daerah yang 
Disusun 

8.01.05.1.01.0002 - 
Penyusunan Bahan 
Perumusan Kebijakan di 
Bidang Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, Budaya 
dan Fasilitasi Pencegahan 
Penyalagunaan Narkotika, 
Fasilitasi Kerukunan Umat 
Beragama dan Penghayat 
Kepercayaan di Daerah 

      95.000.000,00   100.000.000,00   110.000.000,00   125.000.000,00   130.000.000,00     

Tersusunnya Kebijakan di 
Bidang Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, Budaya 
dan Fasilitasi Pencegahan 
Penyalagunaan Narkotika, 
Fasilitasi Kerukunan Umat 
Beragama dan Penghayat 
Kepercayaan di Daerah 

Jumlah Kebijakan di Bidang 
Ketahanan Ekonomi, Sosial, 
Budaya dan Fasilitasi 
Pencegahan Penyalagunaan 
Narkotika, Fasilitasi 
Kerukunan Umat Beragama 
dan Penghayat Kepercayaan 
di Daerah yang Disusun 

1 1 95.000.000,00 1 100.000.000,00 1 110.000.000,00 1 125.000.000,00 1 130.000.000,00     

8.01.05.1.01.0003 - 
Pelaksanaan Kebijakan di 
Bidang Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, Budaya 
dan Fasilitasi Pencegahan 
Penyalagunaan Narkotika, 
Fasilitasi Kerukunan Umat 
Beragama dan Penghayat 
Kepercayaan di Daerah 

      1.157.894.000,0
0 

  1.157.894.000,0
0 

  1.157.894.000,0
0 

  1.200.000.000,0
0 

  1.250.000.000,0
0 

    

Terlaksananya Kebijakan di 
Bidang Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, Budaya 
dan Fasilitasi Pencegahan 
Penyalagunaan Narkotika, 
Fasilitasi Kerukunan Umat 
Beragama dan Penghayat 
Kepercayaan di Daerah 

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Pelaksanaan Kebijakan di 
Bidang Ketahanan Ekonomi, 
Sosial, Budaya dan Fasilitasi 
Pencegahan Penyalagunaan 
Narkotika, Fasilitasi 
Kerukunan Umat Beragama 
dan Penghayat Kepercayaan 
di Daerah 

100 200 1.157.894.000,0
0 

200 1.157.894.000,0
0 

200 1.157.894.000,0
0 

200 1.200.000.000,0
0 

200 1.250.000.000,0
0 

    

8.01.05.1.01.0004 - 
Pelaksanaan Koordinasi di 
Bidang Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, Budaya 
dan Fasilitasi Pencegahan 

      300.000.000,00   300.000.000,00   350.000.000,00   375.000.000,00   380.000.000,00     
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BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME / 
OUTPUT 

BASELIN
E TAHUN 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 
PERANGKAT 

DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 
TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 
Penyalagunaan Narkotika, 
Fasilitasi Kerukunan Umat 
Beragama dan Penghayat 
Kepercayaan di Daerah 
Terlaksananya Koordinasi 
di Bidang Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, Budaya 
dan Fasilitasi Pencegahan 
Penyalagunaan Narkotika, 
Fasilitasi Kerukunan Umat 
Beragama dan Penghayat 
Kepercayaan di Daerah 

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Koordinasi di Bidang 
Ketahanan Ekonomi, Sosial, 
Budaya dan Fasilitasi 
Pencegahan Penyalagunaan 
Narkotika, Fasilitasi 
Kerukunan Umat Beragama 
dan Penghayat Kepercayaan 
di Daerah 

100 100 300.000.000,00 100 300.000.000,00 100 350.000.000,00 100 375.000.000,00 100 380.000.000,00     

8.01.05.1.01.0005 - 
Pelaksanaan Monitoring, 
Evaluasi dan Pelaporan di 
Bidang Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, Budaya 
dan Fasilitasi Pencegahan 
Penyalagunaan Narkotika, 
Fasilitasi Kerukunan Umat 
Beragama dan Penghayat 
Kepercayaan di Daerah 

      269.166.000,00   284.938.855,08   290.000.000,00   290.968.674,37   324.207.408,81     

Terlaksananya Monitoring, 
Evaluasi dan Pelaporan di 
Bidang Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, Budaya 
dan Fasilitasi Pencegahan 
Penyalagunaan Narkotika, 
Fasilitasi Kerukunan Umat 
Beragama dan Penghayat 
Kepercayaan di Daerah 

Jumlah Laporan Hasil 
Monitoring, Evaluasi dan 
Pelaporan di Bidang 
Ketahanan Ekonomi, Sosial, 
Budaya dan Fasilitasi 
Pencegahan Penyalagunaan 
Narkotika, Fasilitasi 
Kerukunan Umat Beragama 
dan Penghayat Kepercayaan 
di Daerah 

1 1 269.166.000,00 1 284.938.855,08 1 290.000.000,00 1 290.968.674,37 1 324.207.408,81     

8.01.06 - PROGRAM 
PENINGKATAN 
KEWASPADAAN 
NASIONAL DAN 
PENINGKATAN 
KUALITAS DAN 
FASILITASI 
PENANGANAN KONFLIK 
SOSIAL 

      2.050.590.005,0
0 

  2.078.158.030,5
4 

  2.162.853.003,6
1 

  2.258.005.103,9
2 

  2.368.434.781,1
2 

    

Meningkatnya kesiap 
siagaan dan kemampuan 
deteksi dini pemerintah 
daerah serta efektivitas 
penanganan dan pemulihan 

Indeks Kewaspadaan 
Nasional (Nilai) 

65 68 2.050.590.005,0
0 

69 2.078.158.030,5
4 

70 2.162.853.003,6
1 

71 2.258.005.103,9
2 

72 2.368.434.781,1
2 

1.05.8.01.0.00.01.00
00 - Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik 
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BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME / 
OUTPUT 

BASELIN
E TAHUN 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 
PERANGKAT 

DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 
TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 
konflik sosial secara 
terpadu 
8.01.06.1.01 - Perumusan 
Kebijakan Teknis dan 
Pelaksanaan Pemantapan 
Kewaspadaan Nasional dan 
Penanganan Konflik Sosial 

      2.050.590.005,0
0 

  2.078.158.030,5
4 

  2.162.853.003,6
1 

  2.258.005.103,9
2 

  2.368.434.781,1
2 

    

Tersusunnya kebijakan 
teknis, terlaksananya 
koordinasi dan fasilitasi 
kewaspadaan nasional, 
serta tersedianya laporan 
monitoring, evaluasi, dan 
tindak lanjut penanganan 
konflik sosial 

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Koordinasi di Bidang 
Kewaspadaan Dini, Kerja 
Sama Intelijen, Pemantauan 
Orang Asing, Tenaga Kerja 
Asing dan Lembaga Asing, 
Kewaspadaan Perbatasan 
Antar Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik di Daerah 

56 56 2.050.590.005,0
0 

56 2.078.158.030,5
4 

56 2.162.853.003,6
1 

56 2.258.005.103,9
2 

56 2.368.434.781,1
2 

    

  Jumlah Laporan Hasil 
Monitoring, Evaluasi dan 
Pelaporan di Bidang 
Kewaspadaan Dini, Kerja 
Sama Intelijen, Pemantauan 
Orang Asing, Tenaga Kerja 
Asing dan Lembaga Asing, 
Kewaspadaan Perbatasan 
Antar Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik di Daerah 

4 4   4   4   4   4       

  Jumlah Dokumen Program 
Kerja di Bidang Kewaspadaan 
Dini, Kerja Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang Asing, 
Tenaga Kerja Asing dan 
Lembaga Asing, 
Kewaspadaan Perbatasan 
Antar Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik di Daerah 
yang Disusun 

1 1   1   1   1   1       

  Jumlah Orang yang Mengikuti 
Pelaksanaan Kebijakan di 
Bidang Kewaspadaan Dini, 
Kerja Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang Asing, 
Tenaga Kerja Asing dan 

100 100   100   100   100   100       
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BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME / 
OUTPUT 

BASELIN
E TAHUN 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 
PERANGKAT 

DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 
TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 
Lembaga Asing, 
Kewaspadaan Perbatasan 
Antar Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik di Daerah 

  Jumlah Dokumen Hasil 
Pelaksanaan Forum 
Koordinasi Pimpinan Daerah 
Provinsi 

4 4   4   4   4   4       

  Jumlah Kebijakan di Bidang 
Kewaspadaan Dini, Kerja 
Sama Intelijen, Pemantauan 
Orang Asing, Tenaga Kerja 
Asing dan Lembaga Asing, 
Kewaspadaan Perbatasan 
Antar Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik di Daerah 
yang Disusun 

1 1   1   1   1   1       

8.01.06.1.01.0001 - 
Penyusunan Program Kerja 
di Bidang Kewaspadaan 
Dini, Kerja Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang Asing, 
Tenaga Kerja Asing dan 
Lembaga Asing, 
Kewaspadaan Perbatasan 
Antar Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik di 
Daerah 

      100.000.000,00   116.658.930,54   150.000.000,00   175.000.000,00   200.000.000,00     

Tersusunnya Program 
Kerja di Bidang 
Kewaspadaan Dini, Kerja 
Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang Asing, 
Tenaga Kerja Asing dan 
Lembaga Asing, 
Kewaspadaan Perbatasan 
Antar Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik di 
Daerah 

Jumlah Dokumen Program 
Kerja di Bidang Kewaspadaan 
Dini, Kerja Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang Asing, 
Tenaga Kerja Asing dan 
Lembaga Asing, 
Kewaspadaan Perbatasan 
Antar Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik di Daerah 
yang Disusun 

1 1 100.000.000,00 1 116.658.930,54 1 150.000.000,00 1 175.000.000,00 1 200.000.000,00     
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BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME / 
OUTPUT 

BASELIN
E TAHUN 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 
PERANGKAT 

DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 
TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 
8.01.06.1.01.0002 - 
Penyusunan Bahan 
Perumusan Kebijakan di 
Bidang Kewaspadaan Dini, 
Kerja Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang Asing, 
Tenaga Kerja Asing dan 
Lembaga Asing, 
Kewaspadaan Perbatasan 
Antar Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik di 
Daerah 

      217.762.000,00   220.000.000,00   230.000.000,00   230.000.000,00   275.000.000,00     

Tersusunnya Kebijakan di 
Bidang Kewaspadaan Dini, 
Kerja Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang Asing, 
Tenaga Kerja Asing dan 
Lembaga Asing, 
Kewaspadaan Perbatasan 
Antar Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik di 
Daerah 

Jumlah Kebijakan di Bidang 
Kewaspadaan Dini, Kerja 
Sama Intelijen, Pemantauan 
Orang Asing, Tenaga Kerja 
Asing dan Lembaga Asing, 
Kewaspadaan Perbatasan 
Antar Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik di Daerah 
yang Disusun 

1 1 217.762.000,00 1 220.000.000,00 1 230.000.000,00 1 230.000.000,00 1 275.000.000,00     

8.01.06.1.01.0003 - 
Pelaksanaan Kebijakan di 
Bidang Kewaspadaan Dini, 
Kerja Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang Asing, 
Tenaga Kerja Asing dan 
Lembaga Asing, 
Kewaspadaan Perbatasan 
Antar Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik di 
Daerah 

      335.961.000,00   340.000.000,00   350.000.000,00   360.000.000,00   390.000.000,00     

Terlaksananya Kebijakan di 
Bidang Kewaspadaan Dini, 
Kerja Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang Asing, 
Tenaga Kerja Asing dan 
Lembaga Asing, 
Kewaspadaan Perbatasan 
Antar Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan Bidang 

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Pelaksanaan Kebijakan di 
Bidang Kewaspadaan Dini, 
Kerja Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang Asing, 
Tenaga Kerja Asing dan 
Lembaga Asing, 
Kewaspadaan Perbatasan 
Antar Negara, Fasilitasi 

100 100 335.961.000,00 100 340.000.000,00 100 350.000.000,00 100 360.000.000,00 100 390.000.000,00     
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BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME / 
OUTPUT 

BASELIN
E TAHUN 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 
PERANGKAT 

DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 
TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik di 
Daerah 

Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik di Daerah 

8.01.06.1.01.0004 - 
Pelaksanaan Koordinasi di 
Bidang Kewaspadaan Dini, 
Kerja Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang Asing, 
Tenaga Kerja Asing dan 
Lembaga Asing, 
Kewaspadaan Perbatasan 
Antar Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik di 
Daerah 

      571.499.100,00   571.499.100,00   580.000.000,00   595.000.000,00   595.000.000,00     

Terlaksananya Koordinasi 
di Bidang Kewaspadaan 
Dini, Kerja Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang Asing, 
Tenaga Kerja Asing dan 
Lembaga Asing, 
Kewaspadaan Perbatasan 
Antar Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik di 
Daerah 

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Koordinasi di Bidang 
Kewaspadaan Dini, Kerja 
Sama Intelijen, Pemantauan 
Orang Asing, Tenaga Kerja 
Asing dan Lembaga Asing, 
Kewaspadaan Perbatasan 
Antar Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik di Daerah 

56 56 571.499.100,00 56 571.499.100,00 56 580.000.000,00 56 595.000.000,00 56 595.000.000,00     

8.01.06.1.01.0005 - 
Pelaksanaan Monitoring, 
Evaluasi dan Pelaporan di 
Bidang Kewaspadaan Dini, 
Kerja Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang Asing, 
Tenaga Kerja Asing dan 
Lembaga Asing, 
Kewaspadaan Perbatasan 
Antar Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik di 
Daerah 

      365.533.000,00   370.000.000,00   380.000.000,00   400.000.000,00   410.000.000,00     

Terlaksananya Monitoring, 
Evaluasi dan Pelaporan di 
Bidang Kewaspadaan Dini, 
Kerja Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang Asing, 
Tenaga Kerja Asing dan 

Jumlah Laporan Hasil 
Monitoring, Evaluasi dan 
Pelaporan di Bidang 
Kewaspadaan Dini, Kerja 
Sama Intelijen, Pemantauan 
Orang Asing, Tenaga Kerja 

4 4 365.533.000,00 4 370.000.000,00 4 380.000.000,00 4 400.000.000,00 4 410.000.000,00     
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BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME / 
OUTPUT 

BASELIN
E TAHUN 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 
PERANGKAT 

DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 
TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU TARGE

T 
PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 
Lembaga Asing, 
Kewaspadaan Perbatasan 
Antar Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik di 
Daerah 

Asing dan Lembaga Asing, 
Kewaspadaan Perbatasan 
Antar Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik di Daerah 

8.01.06.1.01.0006 - 
Pelaksanaan Forum 
Koordinasi Pimpinan 
 
Daerah Provinsi 

      459.834.905,00   460.000.000,00   472.853.003,61   498.005.103,92   498.434.781,12     

Terlaksananya Forum 
Koordinasi Pimpinan 
Daerah Provinsi 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pelaksanaan Forum 
Koordinasi Pimpinan Daerah 
Provinsi 

4 4 459.834.905,00 4 460.000.000,00 4 472.853.003,61 4 498.005.103,92 4 498.434.781,12     
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BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 
 

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit 

kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan 

pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi 

perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-

masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin 

dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada 

masyarakat. 

 
Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang 

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah 

ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan 

diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja 

baik dalam tahap perencanaan (ex ente), tahap pelaksanaan (on going), maupun 

tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex post). 

Pada sektor publik seperti entitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAPKIN) menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan 

menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena 

sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, 

terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas 

pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur 

kuantitas maupun kualitasnya. 

Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan 

Tengah yang akan direncanakan menjadi tujuan dan sasaran RPJMD yang 

secara langsung menunjukkan kinerja yang ingin dicapai dalam lima tahun 

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran 

RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah disajikan dalam tabel berikut : 
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Tabel T-C.27 
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 

 

NSPK DAN SASARAN RPJMD 
YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR BASELINE 

2024 

TARGET TAHUN 

KET 
2025 2026 2027 2028 2029 2030 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) 

1.05.8.01.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
Keterlibatan dan partisipasi 
aktif masyarakat Dayak 
dalam tata kelola pemerintahan dan 
kehidupan sosial masyarakat  

Mewujudkan penguatan 
kelembagaan dan pelibatan 
masyarakat lokal dalam 
kehidupan sosial dan tata 
kelola pemerintahan 

 
Indeks Demokrasi 
Indonesia (indeks) 

77.57 78.2 78.4 78.6 78.8 79 79.2  

 
Indeks Harmoni 
Indonesia (Indeks)  

6.82 6.82 6.85 6.9 6.95 7 7  

  Meningkatnya Kapasitas 
Daerah Dalam 
Penyelenggaraan 
Kewaspadaan Dini  

Indeks Kewaspadaan 
Nasional (Nilai) 

65 65 68 69 70 71 72  

  Meningkatnya Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintahan 
(SAKIP)  

Nilai Sistem 
Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintahan 
(SAKIP) (Angka) 

68.2 68.4 68.6 68.8 69 69.2 69.4  

  Meningkatnya kesadaran 
masyarakat akan Ideologi 
Pancasila dan karakter 
kebangsaan 

Cakupan Penguatan 
Ideologi Pancasila dan 
Karakter Kebangsaan 
(Persentase) 

80 80 82 84 86 88 90  

  Meningkatnya etika dan 
budaya politik 

Persentase Pendidikan 
Politik pada Kader Partai 
Politik (Persentase) 

70 72 75 78 80 82 85   

  Meningkatnya Pemberdayaan 
dan Kinerja Organisasi 
Kemasyarakatan 

Persentase Organisasi 
Kemasyarakatan yang 
Aktif (Persentase) 

65 65 65.5 66 66.5 67 67.5   
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NSPK DAN SASARAN RPJMD 
YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR BASELINE 

2024 

TARGET TAHUN 

KET 
2025 2026 2027 2028 2029 2030 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) 
  Meningkatnya ketahanan 

ekonomi, sosial, dan budaya 
masyarakat 

Persentase Kebijakan di 
Bidang Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, Budaya 
dan Fasilitasi 
Pencegahan 
Penyalagunaan 
Narkotika, Fasilitasi 
Kerukunan Umat 
Beragama dan 
Penghayat Kepercayaan 
di Daerah yang 
Dilaksanakan 
(Persentase) 

70 70 72 74 76 78 80   
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BAB VIII 

PENUTUP 

 
Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan kesatuan 

bangsa dan politik untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun untuk 

peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Kesatuan Bangsa dan Politik 

dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang 

telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tegah Tahun 2025 - 2029. 

Sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah 

diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan 

yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran 

pembangunan nasional di Provinsi Kalimantan Tegah. 

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja, 

pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA serta sebagai bahan 

penyusunan rancangan RKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi 

Kalimantan Tengah. 

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran 

dalam Renja dan RKA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan solusi yang 

paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan 

Kesatuan Bangsa dan Politik dan atau target kinerja sasaran Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik. 

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik harus ditingkatkan sehingga hasil pengendalian dan 

evaluasi pelaksanaan tersebut menjadi bahan penyusunan Laporan Kinerja (LKIP) 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Laporan Kinerja (LKIP) itu akan menjadi bukti 

(prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di masa yang akan datang. 
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Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua 

pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik ini. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


